




3.1.  Materi Analisis Teks 
 
Bahan analisis teks dalam penelitian ini adalah pemberitaan RUUK DIY yang 
dimuat pada harian Kompas periode 1 November 2010 sampai dengan 31 Januaru 
2011. Dalam konsep framing Gamson dan Modigliani, untuk mengetahui 
perspektif ataui cara pandang yang digunakan wartawan ketika memilih isu dan 
menulis berita, maka jumlah (aspek kuantitatif) berita bukan menjadi tujuan 
kajian ini.Framing sebagai alat dari penyelidikan kualitatif memberi perhatian 
kepada terciptanya bangunan berita dari media masing-masing, sehingga yang 
dilihat bukanlah jumlah berita, akan tetapi bagaimana suatu peristiwa menjadi 




Berita Yang Dianalisis 
 
 
No.  Tanggal  Judul Berita  Halaman 
1.  30 November 2010  Penduduk DIY akan melawan, 
Mayoritas Fraksi DPR Mendukung 
Headline 
2.  14 Desember 2010  Yogyakarta Tentukan Sikap, Djoko 
Suyanto: RUU Belum Final 
Headline 
3.  6 Januari 2011 
Keistimewaan DIY, Gunung Kidul 




Proses framing pada teks berita dilakukan  dengan : (1) Memberi latar 
belakang; (2) Melakukan frame surat kabar Kompas; (3) Menganalisis bangunan 
teks. 
 
  69 3.1.1.  Berita I Judul Berita: Penduduk DIY Akan Melawan, Mayoritas 
Fraksi  DPR Mendukung  
 
1.  Latar belakang 
Pernyataan SBY sesudah sidang kabinet bahwa nilai-nilai demokrasi tidak bisa 
ditabrakkan begitu saja dengan nilai monarki. Sidang itu membahas tentang 
RUUK-DIY untuk segera dikirim ke DPR sesudah melalui pembahasan akhir 
pemerintah sebagai pengusul. 
Publik khususnya warga DIY merasa kecewa atas sikap pemerintah yang masih 
saja ngotot  mengusulkan dalam RUUK-DIY bahwa gubernur dan wakil gubernur 
ditetapkan melalui pemilihan langsung sebagaimana yang berlaku dalam Undang-
undang Pemerintahan Daerah. Sedangkan draf RUUK-DIY yang diusulkan 
pemerintah provinsi DIY tahun 2002 sudah jelas bahwa gubernur-dan wakil 
gubernur DIY ditetapkan dengan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur 
dan Sri Paduka Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Draf RUUK-DIY yang telah 
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  71 2.  Frame Kompas: Menunjuk Banyaknya Pihak yang Mendukung 
Penetapan. 
Alat Inti Berita (idea element): Kompas memberikan kesimpulan atau bahkan 
mengutip langsung dari para pendukung penetapan gubernur-wakil gubernur DIY 
untuk dijadikan judul dalam berita yang merupakan headline di hari Selasa 30 
Noveember 2010 tersebut. Ini menunjukkan sikap tegas Kompas dalam 
mendukung warga Yogya pada umumnya. Penggunaan kata “Melawan” sudah 
barang tentu merupakan metafora bagi resistensi usulan pemerintah pusat 
(pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono) agar gubernur dan wakil gubernur 
dipilih sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah.Demikian pula kata 
“kearifan lokal” adalah bermakna adanya kesatuan visi diantara masyarakat 
dengan Sultan sebagai pemimpin  (metaphorse). 
Sementara itu penggunaan kata “tidak mengerti sejarah dan sumbangsih 
Yogyakarta” bagi yang mengingkari keistimewaan Yogyakarta.oleh Kompas 
digunakan untuk memberi tekanan pada makna kalimat, padahal kata itu 
merupakan hasil kutipan kata yang digunakan sosiolog Hotman Siahaan yang 
ditujukan kepada  pemerintah pusat (Catchphrases) 
Soetandyo mengatakan, mereka yang beranggapan bahwa monarki Yogyakarta 
bertentangan dengan demokrasi menyakiti rakyat. Pernyataan seperti itu tidak 
sesuai dengan fakta sejarah”Yogyakarta telah menyelamatkan RI di masa-masa 
sulit tatkala penguasa negeri ini lahir saja belum. Saat baru berdiri, Republik 
hampir ambruk karena Belanda datang lagi. Sultan menawarkan ibukota pindah 
ke Yogyakarta dan republik terus berlanjut”, paparnya. Adalah menarik bahwa 
Kompas menggunakan rujukan dari dua orang guru besar sosiolog dari 
Universitas Airlangga Surabaya sebagai memberi kesan bahwa tidak hanya orang 
Yogya yang memiliki pendapat temntang penetapan, tetapi juga tokoh dan ahli 
masyarakat dari luar Yogya. (Exemplaar) 
Apa yang dikemukakan SBY, tidak dimungkinkannya nilai monarki 
bertabrakan dengan nilai demokrasi ditanggapi oleh Hotman Siahaan bahwa 
sistem pemerintahan di Provinsi DIY bersifat monarki jelas salah alamat. Kalau 
  72 toh ada anggapan monarki, istilah itu dalam konteks simbolisasi kultural Jawa. 
Monarki itu jelas bukan monarki politik  (Depiction) 
Dalam teks berita itu Kompas secara khusus menunjukkan siapa saja yang 
mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY dalam RUUK-DIY yang 
sedang dibahas di pemerintah. Ada sejumlah kelompok dalam masyarakat yang 
beragam di Yogyakarta, fraksi-fraksi di DPR, dan beberapa ahli seperti pakar 
hukum  tata negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) dan dua guru 
besar emeritus dari Universitas Airlangga Surabaya. Diantara elemen masyarakat 
yogya yang disebut antara lain: Paguyuban Dukuh se-DIY Semarsembogo, 
Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se-DIY, Gerakan semesta Rakyat 
Joya (Gentaraja), Forum Komunikasi Seniman Tradisi Se-DIY, Parade Nusantara, 
bahkan termasuk diantaranya yang berasal dari luar Yogyakarta yakni komunitas 
Duta Sawala Dewan Musyawarah Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda di 
Kuningan Jabar. Jika elemen masyarakat menunjukkan legitimasi sosial, maka 
para pakar memiliki legitimasi hukum dan politis.  
 
Tabel 3.2. Framing Berita I 
 
Frame  Perlawanan Rakyat DIY terhadap pemerintah pusat 
Metaphors  - Penduduk DIY Akan Melawan (judul) 
-  Ketua Duta Sawala Dewan Musyawarah Kasepuhan Masyarakat   Adat 
Tatar Sund Eka Santosa mengatakan, proses pengangkatan Sultan HB X 
menjadi gubernur DIY oleh rakyatnya merupakan kearifan lokal (paragraf 5) 
Catchphrases  Sosiolog Hotman Siahaan dari Unair Surabaya menyebut keistimewaan 
Yogyakarta tidak patut dipertanyakan lagi. Pemerintah pusat juga tiudak 
sepatutnya menyebut Keraton Yogyakarta sebagai bagian dari 
monarki.”Mereka yang mempertanyakan keistimewaan Yogyakarta tidak 
mengerti sejarah dan sumbangsih Yogyakarta”, kata Hotman. (paragraf 6) 
Exemplar  Soetandyo mengatakan, mereka yang beranggapan bahwa monarki 
Yogyakarta bertentangan dengan demokrasi menyakiti rakyat. Pernyataan 
seperti itu tidak sesuai dengan fakta sejarah”Yogyakarta telah menyelamatkan 
RI di masa-masa sulit tatkala penguasa negeri ini lahir saja belum. Saat baru 
berdiri, Republik hampir ambruk karena Belanda datang lagi. Sultan 
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paparnya.(paragraf 10) 
Depiction  Sistem pemerintahan di Provinsi DIY bersifat monarki jelas salah alamat. 
Kalau toh ada anggapan monarki, istilah itu dalam konteks simbolisasi 
kultural Jawa. Monarki itu jelas bukan monarki politik  (paragraf 8) 
Visual image  - DIY dalam Alur Negara Kesatuan 
- RUU Keistimewaan DIY, Riwayatmu Kini…. 
- Draf RUU Keistimewaan Yogyakarta 
- Logo Kraton Ngayogyokarta Hadiningrat. 
Roots  Pemerintahan di Yogyakarta menerapkan semua prinsip demokrasi dan 
administrasinya seperti halnya provinsi lain. Karena itu tidak tepat jika 
Presiden tidak segera mengesahkan keistimewaan Yogyakarta”.(paragraf 8) 
Appeal to 
principles 
Mayoritas  fraksi di DPR pun menyepakati penetapan Sultan HB dan Paku 
Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY. Selain diinginkan 
rakyat, konstitusi juga telah menjamin keistimewaan sebuah daerah sehingga 
penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai kepala daerah bukanlah bentuk 
monarki politik.(paragraf  12) 
Consequences  Segera disahkan RUUKeistimewaan DIY 
 
Visual image  yang dipakai untuk  melengkapi berita tersebut diberikan 
judul “DIY dalam Alur Negara Kesatuan” Peristiwa penting yang ditampilkan 
meliputi tanggal 5 September 1945 ketika Sultan HB IX dan Paku Alam VIII 
mengeluarkan amaklumat bahwa Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat dan Pura 
Paku alaman adalah darerah istimewa dalam negara RI. Diakhiri dengan tahun 
2022 ketika pemerintah Provinsi DIY mengusulkan draf Undang-undang 
Keistimewaan DIY. Dilengkap dengan draf RUUK-DIY.Tujuan visual image ini 
sudah barang tentu untuk melengkapi bagi pembaca Kompas maka dengan mudah 
mengikuti riwayat sejarah keistimewaan DIY.serta substansi yang dibahas dalam 
draf RUU Keistimewaan-DIY  
Alat Alasan (Reasoning Device). Sebagai alat pembenar dari nilai-nilai demokrasi, 
Pemerintahan di Yogyakarta menerapkan semua prinsip demokrasi dan 
administrasinya seperti halnya provinsi lain. Karena itu tidak tepat jika Presiden 
tidak segera mengesahkan keistimewaan Yogyakarta”.(roots). Hal ini diupayakan 
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dalam menilai DIYogyakarta adalah salah. 
Mayoritas  fraksi di DPR pun menyepakati penetapan Sultan HB dan Paku 
Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY. Selain diinginkan 
rakyat, konstitusi juga telah menjamin keistimewaan sebuah daerah sehingga 
penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai kepala daerah bukanlah bentuk monarki 
politik. Appeal to principles  
Mayoritas  fraksi di DPR pun menyepakati penetapan Sultan HB dan Paku Alam 
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY. Selain diinginkan rakyat, 
konstitusi juga telah menjamin keistimewaan sebuah daerah sehingga penetapan 
Sultan dan Paku Alam sebagai kepala daerah bukanlah bentuk monarki 
politik.(paragraf  12) 
Segera disahkan RUUKeistimewaan DIY (Consequences) 
 
3. Bangunan Berita Kompas 
Frame, Resistensi masyarakat Yogya terhadap pemerintah pusat. Penonjolan kata 
”Warga DIY akan melawan”, dalam tulisan berita Kompas jelas merupakan 
kutipan dari warga Yogyakarta dalam hal ini oleh beberapa kelompok yang 
kemudian mengoraganisakan diri untuk  turun ke jalan, memasang spanduk di 
segala penjuru kota sampai desa. Namun para pengamatpun yang dikutip oleh 
Kompas dikutip oleh Kompas seperti pada metaphors 
”Budaya lokal menghasilkan kearifan lokal”. Tidak sedikit pula yang 
mengungkap kembali kontribusi Yogyakarta dalam sejarah pendirian republik 
negeri ini seperti dikutip dalam Catchphrases, ”Sejarah dan sumbangsih 
Yogyakarta terhadap sejarah NKRI mesti diakui” 
Demikian pula Exemplar dalam bangunan berita yang mengunggulkan frase 
”Pengalaman bersejarah kontribusi daerah Yogyakarta”. Selain itu penulisan 
berita ini seakan memberikan kesan mengingatkan bahwa (Depiction) ”Sistem 
pemerintahan tetap menganut good governance”. Sistem pemerintahan di 
Yogyakarta tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia. 
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- DIY dalam Alur Negara Kesatuan 
- RUU Keistimewaan DIY, Riwayatmu Kini…. 
- Draf RUU Keistimewaan Yogyakarta 
- Logo Kraton Ngayogyokarta Hadiningrat. 
Dengan  visual image  yang beraneka memberi ilustrasi terhadap lengkapnya 
tulisan berita pada halaman muka ini, sekaligus memperlihatkan dokumen yang 
dimiliki Kompas dapat diandalkan, sehingga pembaca berita sekali baca akan 
menambah banyak informasi yang komprehensif.  
Sebagai alat alasan (Roots) dikemukakan dalam tulisan berita harian Kompas 
”Pemerintahan di Yogyakarta menerapkan semua prinsip demokrasi dan 
administrasinya seperti halnya provinsi lain” tidak ada monarki dalam demokrasi 
dan administrasi pemerintahan DIY. 
Sementara keraguan bahwa penetapan bertentangan dengan konstitusi ditolak 
dalam  Appeal to principles karena ”Penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai 
gubernur dan wakil gubernur masih dalam koridor konstitusi pasal 18”. Maka 
sebagai konsekuensi daerah khusus atau istimewa Yogyakarta (Consequences) 
“RUUK-DIY harus segera diselesaikan” 
 
Tabel 3.3. Bangunan Berita I 
 
Frame  Resistensi masyarakat Yogya terhadap pemerintah pusat 
Metaphors  Budaya lokal menghasilkan kearifan lokal 
Catchphrases  Sejarah dan sumbangsih Yogyakarta terhadap sejarah NKRI mesti 
diakui 
Exemplar  Pengalaman bersejarah kontribusi daerah Yogyakarta 
Depiction  Sistem pemerintahan tetap menganut good governance 
Visual image  - DIY dalam Alur Negara Kesatuan 
- RUU Keistimewaan DIY, Riwayatmu Kini…. 
- Draf RUU Keistimewaan Yogyakarta 
- Logo Kraton Ngayogyokarta Hadiningrat. 
Roots  Pemerintahan di Yogyakarta menerapkan semua prinsip demokrasi 
dan administrasinya seperti halnya provinsi lain 
Appeal to 
principles 
Penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil 
gubernur masih dalam koridor konstitusi pasal 18 
Consequences  RUUK-DIY harus segera diselesaikan 
 
 
  76 3.1.2.  Berita II  judul: Yogyakarta Tentukan Sikap, Djoko Suyanto: RUU 
Belum Final 
 
1.  Latar Belakang 
Pada akhirnya DPRD Provinsi DIY mengadakan rapat paripurna guna menyikapi 
isu yang berkembang di sekitar penetapan Gubernur dan wakil Gubernur DIY 
dalam RUUK-DIY. Kedatangan massa rakyat Yogyakarta dikandung maksud 
mengawal para wakil rakyat di DPRD Provinsi untuk mengambil keputusan  yang 
tidak berbeda terhadap aspirasi rakyat yang diwakilinya. Rakyat berbondong-
bondong datang ke gedung DPRD Provinsi DIY  yang terletak di Jl. Malioboro 
Yogyakarta.Dengan berbagai atribut serta spanduk ribuan warga dari berbagai 
elemen menunjukkan berbagaai ekspresi yang pada intinya menginginkan bahwa 
sidang paripurna yang dilakukan oleh DPRD Provinsi mengambil keputusan 
terhadap RUUK-DIY. Sesuai aspirasi warga Yogya yakni RUUK-DIY bahwa 
Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 
melalui mekanisme penetapan.  
Pada akhirnya, meskipun tanpa kehadiran Fraksi Partai Demokrat, Sidang 
paripurna DPRD Provinsi menetapkan. Pertama, Memperetahankan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daeah istimewa dalam bningkai dan sistem 
pemerintahan NKRI.. Kedua, Mengusulkan pengisian jabatan  gubernur dan wakil 
gubernur DIY melalui mekanisme penetapan. Ketiga, Penetapan sebagaimana 
dimaksud di atas dilakukan  dengan cara menetapkan Sultan Hamengku Buwino 
dan Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. 
Keempat, Mendesak pemerinthah dan DPR RI untuk segera membentuk dan 
menyelesaikan undang-undang keistimewaan DIY dengan mendasarkan pada 
aspek historis, filosofis, yuridis, dan sosiopolitik DIY. 
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2.  Frame Kompas: Warga Mengawal  Sikap DPRD Provinsi terhadap 
RUUK-DIY 
Alat Inti Berita (Idea Element): Kompas melihat momen penting yakni sidang 
poaripurna DPRD Provinsi DIY ketika menyikapi aspirasi warga yogyakarta di 
satu pihak dan keinginan pemerintah pusat di pihak lainnya yang berbeda dalam 
sikap tentang mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY. Guna 
menunjukkan besarnya dukungan rakyat terhadap penetapan Sultan sebagai 
gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur tersebut, Kompas menampilkan 
foto besar pada headline surat kabar tersebut di halaman satu yang 
menggambarkan betapa tumpah ruahnya masyarakat warga DIY mengikuti sidang 
rakyat  yang digelar di gedung DPRD Provinsi DIY (metaphorse).  “Penetapan 
  79 yes, Sultan yes, Pakualam yes, Pemilihan no” kata Mantan Ketua Dewan 
Pimpinan Daerah Partai Demokrat DIY GBPH Prabukusumo. “Tidak semua dari 
3,5 juta warga DIY menolak usul pemerintah” kata Mendagri Gamawan Fauzi  
(Catchphrases). Sultan X setuju penetapan. Sultan tidak setuju gubernur dijabat 
seumur hidup (Exemplar). Jika pemerintah bersikeras mengabaikan aspirasi warga 
DIY, maka akan memunculkan  perlawanan yang hebat, kata Ketua Gentaraja 
Sunyoto (Depiction). 
 
Tabel 3.4. Framing Berita II 
 
Frame  Sikap Warga Yogyakarta tentang RUUK-DIY 
Metaphors  Puluhan ribu warga Provinsi DIY tumpah ruah di depan gedung DPRD 
DIY Senin (13-12). Massa  tidak tertampung di halaman DPRD 
sehingga memadati jalan Malioboro Yogyakarta. 
Catchphrases  . “Penetapan yes, Sultan yes, Pakualam yes, Pemilihan no” Mantan 
Ketua Dewan Pimpoinan Daerah Partai Demokrat DIY GBPH 
Prabukusumo 
. Tidak semua dari 3,5 juta warga DIY menolak usul pemerintah” 
Mendagri Gamawan Fauzi 
Exemplar  . Sultan X setuju penetapan 
. Sultan tidak setuju gubernur dijabat seumur hidup 
Depiction  Jika pemerintah bersikeras mengabaikan aspirasi warga DIY, maka 
akan memunculkan perlawanan yang hebat, kata Ketua Gentaraja 
Sunyoto 
Visual image  . Foto besar 4 kolom X 15 cm, yang menunjukkan ribuan warga 
berbagai elemen tertahan di jalan Malioboro karen halaman DPRD 
DIY tidak cukup menampung massa yang ingin mengikuti Sidang 
Rakyat, Senin (13/12), terbaca salah satu spanduk bertuliskan 
“Masyarakat NTT di Yogyakarta Mendukung Penetapan” 
. Ilustrasi: Aspirasi Yogyakarta, menggambarkan logo Kraton 
Ngayogyokarta Hadiningrat dan 6 fraksi dengan jumlah kursi di DPRD 
45 kursi yang mendukung penetapan. Satu Fraksi dengan jumlah 
kursai di DPRD 10 kursi tidak sependapat 
-Poin-poin sikap politik DPRD DIY 
-Poin-poin draf RUUK-DIY (versi kementrian dalam negeri) 
Roots  Soal pemilihan atau penetapan adalah hak rakyat untuk menentukan 
“Kita dengarkan dulu” katanya 
Sultan tidak setuju jika jabatan gubernur dijabat seumur hidup. 
Appeal to 
principles 
Keistimewaan DIY tidak mengabaikan keutuhan NKRI, UUD 1945, 
dan tidak boleh mengingkari keistimewaan DIYogyakarta 





  80 Alat Alasan 
Roots 
Soal pemilihan atau penetapan adalah hak rakyat untuk menentukan “Kita 
dengarkan dulu” katanya 
Sultan tidak setuju jika jabatan gubernur dijabat seumur hidup. 
Appeal to principles 
Keistimewaan DIY tidak mengabaikan keutuhan NKRI, UUD 1945, dan tidak 
boleh mengingkari keistimewaan DIYogyakarta 
Consequences 
RUU Keistimewaan DIY harus memberikan formulasi yang tepat 
 
3. Bangunan Berita Kompas 
Frame ini memberi tekanan pada sikap warga Yogya secara keseluruhan untuk 
tetap konsisten, bahkan digunakan beberapa kelompok sebagai sosialisasi pada 
masyarakat umumnya yang kurang memperhatikan sosial. Menurut informasi 
informan dalam penelitian ini banyak survey terselubung selama ini di 
Yogyakarta yang mengajukan pertanyaan menjebak responden, sehingga 
responden yang tidak kritis akan terjebak menjawab setuju dengan 
pemilihan.”Menyebarluaskan sikap yang diinginkan warga Yogya”. 
Untuk mendiskripsikan begitu banyaknya warga turun ke jalan, Kompas 
menggunakan (Metaphorses) “Sidang rakyat, tumpah ruah” 
Sedangkan kata penting dalam berita tersebut (Catchphrases) ”Rapat Paripurna 
DPRD Privinsi DIY mengahasilkan keputusan mendukung dan mengusulkan 
Sultan Hamengku Buwono (HB) dan Sri Paduka Paku Alam (PA) yang bertahta 
ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur” 
Exemplar 
Sejumlah radio Swasta juga memutar lagu “Jogya Istimewa:” yang digarap 
Marzuki Muhammad.  
Lagu Jogya Istimnewa itu mampu membangkitkan gelora semangat warga DIY 
 
Jogya…..jogya…..tetap istimewa/istimewa negerinya….istimewa 
orangnya/jogya…..Jogya….tetap istimewa/jogya istimewa untuk Indonesia (2X) 
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modernisasi/Rakyatnya njajah deso milang kori/yang sering nyebarake seni lan 
budhi pekerti 
 
Potongan lagu berirama hiphop dinyanyikan oleh kelompok Hiphop Yogyakarta 
pimpinan Marzuki Muhammad. 
 
Depiction 
Jika pemerintah bersikeras mengabaikan aspirasi warga DIY, maka akan 
memunculkan perlawanan yang hebat. 
Visual image  dengan foto besar, Kompas  mengemas berita menjadi menarik 
dilihat,  memberi kesan penting, dan tidak boleh dilewatkan untuk dibaca. 
“Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat tumpah ruah memadati Jl. 
Malioboro di mana sedang digelar sidang rakyat sidang paripurna DPRD Propinsi 
DIY” 
Roots 
Soal pemilihan atau penetapan adalah hak rakyat untuk menentukan 
Appeal to principles 
Keistimewaan DIY tidak mengabaikan keutuhan NKRI, UUD 1945, tetapi tidak 
mengingkari keistimewaan DIYogyakarta 
Consequences 
Perlu pembahasan RUUK-DIY lebih serius untuk kepentingan lebih luas. 
Tabel 3.5. Bangunan Berita II 
 
Frame  Menyebarluaskan sikap yang diinginkan warga Yogya 
Metaphors  Sidang rakyat, tumpah ruah 
Catchphrases  Rapat Paripurna DPRD Privinsi DIY mengahasilkan keputusan mendukung 
dan mengusulkan Sultan Hamengku Buwono (HB) dan Sri  Paduka Paku 
Alam (PA) yang bertahta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 
Exemplar  Sejumlah radio Swasta juga memutar lagu “Jogya Istimewa:” yang digarap 
Marzuki Muhammad. 
Depiction  Jika pemerintah bersikeras mengabaikan aspirasi warga DIY, maka akan 
memunculkan perlawanan yang heba 
Visual image  Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat tumpah ruah memadati Jl. 
Malioboro di mana sedang digelar sidang rakyat sidang paripurna DPRD 
Propinsi DIY 
Roots  Soal pemilihan atau penetapan adalah hak rakyat untuk menentukan 
Appeal to 
principles 
Keistimewaan DIY tidak mengabaikan keutuhan NKRI, UUD 1945, tetapi 
tidak mengingkari keistimewaan DIYogyakarta 
Consequences  Perlu pembahasan RUUK-DIY lebih serius untuk kepentingan lebih luas. 
  82 Dalam teks berita itu Kompas secara khusus menunjukkan siapa saja yang 
mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY dalam RUUK-DIY yang 
sedang dibahas di pemerintah. Ada sejumlah kelompok dalam masyarakat yang 
beragam di Yogyakarta, fraksi-fraksi di DPR, dan beberapa ahli seperti pakar 
hukum  tata negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) dan dua guru 
besar emeritus dari Universitas Airlangga Surabaya. Diantara elemen masyarakat 
yogya yang disebut antara lain: Paguyuban Dukuh se-DIY Semarsembogo, 
Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se-DIY, Gerakan semesta Rakyat 
Joya (Gentaraja), Forum Komunikasi Seniman Tradisi Se-DIY, Parade Nusantara, 
bahkan termasuk diantaranya yang berasal dari luar yogya yakni komunitas Duta 
Sawala Dewan Musyawarah Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda di 
Kuningan Jabar. Jika elemen masyarakat menunjukkan legitimasi sosial, maka 
para pakar memiliki legitimasi hukum dan politis.  
 
3.1.3. Berita III Judul Berita: Keistimewaan DIY, Gunung Kidul Dukung 
Penetapan Sultan HB dan Paku Alam (6 Januari 2011). 
 
Frame: Dukungan terhadap Penetapan Sultan HB dan Paku Alam  DPRD 
Gunung Kidul. 
 
1.   Latar Belakang 
Salah satu Kabupaten di DIY yang sejak dahulu dikenal memiliki tanah 
pegunungan dan tandus. Mengapa berita dari Gunung Kidul ini menarik 
perhatian Kompas, terkesan ada kesengajaan dari harian Kompas memilih 
berita ini karena Kabupaten Gunung Kidul memiliki ibukota kabupaten yang 
terletak paling jauh dari kota Yogyakarta maupun keraton 
Ngayogyohadiningrat. Dengan memberitakan liputan dari daerah itu 
mengindikasikan atau representasi warga DIY secara keseluruhan mendukung 
penetapan. Hal ini sudah barang tentu memiliki legitimasi terhadap dukungan 
penetapan dalam keistimewaan DIY. 
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2.   Frame Kompas: Dukungan warga Gunung Kidul terhadap 
penetapan. 
Alat Inti Berita (Idea element): Kompas melaporkan hasil rapat paripurna 
DPRD Kabupaten Gunung Kidul yang menghasilkan sikap mendukung 
terhadap penetapan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Paku 
Alam sebagai Wakil Gubernur. Dengan menggunakan lead berita hasil sidang 
paripurna DPRD tersebut menunjukkan inti berita ini pada awal penulisan. 
Disamping itu ditunbjukkan npula bahwa rapat paripurna tersebut dihadiri 
oleh sebagian terbesar anggota DPRD karena dari 45 anggota, 41 hadir selain 
kehadiran Gubernur dan Wagub DIY. 
Kutipan terhadap pernyataan Sultan Hamengku Buwono X memperkuat 
anggapan bahwa rapat paripurna ini merupakan representasi warga Gunung 
Kidul secara keseluruhan. Metaphors seperti aspirasi rakyat daerah, 
kedaulatan di tangan rakyat, menunjukkan betapa Kompas memberikan kesan 
kuat akan suara rakyat (yang dalam demokrasi diyakini suara rakyat sebagai 
suara Tuhan). Kalimat-kalimat tersebut memberikan semangat dan dukungan 
terhadap keistimewaan sekaligus penetapan sebagaimana dikehendaki 
sebagian warga Yogya untuk disampaikan kepada pemerintah yang 
nampaknya masih belum juga bisa menerima keinganan warga Yogyakarta 
tersebut. Bagaimana Kompas membangun beritanya dengan memnggunakan 
sumber berita Sultan Hamengku Buwono, kemudian memberikan gambaran 
adanya sekitar 300 orang dari Paguyuban Dukuh Kabupaten Gunung Kidul 
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dikatakan ketua Janaloka memberi kesan kepada pembaca adanya keinginan 
masif bagi RUUK-DIY memasukkan penetapan sebagai mekanisme suksesi 
kepemimpinan gubernur DIY. 
Catchphrases dalam ungkapan “suksesi kepemimpinan daerah DIY harus 
melalui penetapan”  tak ada lagi yang bisa dilakukan selain mengikuti 
keinginan tersebut. 
Alat Framing (Framing Devices)    
Selain dihadiri 41 dari 45 anggota DPRD Gunung Kidul, Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Wagub DIY Paku Alam mengikuti sidang itu 
pula, Exemplarnya 
 




Fraksi Partai Demokrat tidak tegas menyikapi dukungan terhadap penetapan 
Appeal to principles 
Sikap DPRD itu akan diserahkan kepada DPR sebagai masukan  saat pembahasan 
Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY. 
Consequences 
Wakil Bupati Gunung Kidal Badingah menegaskan, sikap DPRD itu 
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Frame  Dukungan terhadap Penetapan Sultan HB dan Paku Alam 
Metaphors  “Sidang ini menampung aspirasi rakyat daerah. Aspirasi ini harus 
dihargai karena kedaulatan di tangan rakyat. Kita tunggu proses di 
DPR yantg nantinya membentuk panitia kerja ke daerah,” ujar Sultan 
HB X ketika ditemui seuasi sidang paripurna DPRD Gunung Kidul, 
Rabu. 
Catchphrases  Seluruh fraksi di DPRD Gunung Kidul, kecuali fraksi Partai 
Demokrat, menyatakan suksesi kepemimpinan kepala daerah DIY 
harus melalui penetapan.  
Exemplar  Selain dihadiri 41 dari 45 anggota DPRD Gunung Kidul, Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Wagub DIY Paku Alam 
mengikuti sidang itu pula. 
Depiction  Konstitusional, aspirasi mayoritas warga DIY, kedaulatan di tangan 
rakyat.  
Visual image  Tidak ada, 




Sikap DPRD itu akan diserahkan kepada DPR sebagai masukan  saat 
pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY. 
Consequences  Wakil Bupati Gunung Kidal Badingah menegaskan, sikap DPRD itu 
mencerminkan aspirasi dari mayoritas warga Gunung Kidul. 
 
 
Bentuk Framing Kompas 
Frame  
Sidang DPRD Gunung Kidul menyikapi Keistimewaan DIY  
Metaphors Mendukung penetapan Sultan HB sebagai Gubernur dan Paku Alam 
sebagai Wagup 
Catchphrases  
Seluruh fraksi di DPRD Gunung Kidul, menyatakan suksesi kepemimpinan 
kepala daerah DIY harus melalui penetapan.  
Exemplar  
Mayoritas anggota DPRD Gunung Kidul hadir. 
Depiction  
Konstitusional, aspirasi mayoritas warga DIY, kedaulatan di tangan rakyat.  
Roots  
Aspirasi rakyat daerah harus dihargai sebab kedaulatan di tangan rakyat 
Appeal to principles   
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Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY. 
Consequences   
Sikap DPRD itu mencerminkan aspirasi dari mayoritas warga Gunung Kidul. 
 
Tabel 3.7. Bangunan Berita III 
 
 
Frame  Sidang DPRD Gunung Kidul menyikapi Keistimewaan DIY  
Metaphors  Mendukung penetapan Sultan HB sebagai Gubernur dan Paku Alam 
sebagai Wagup 
Catchphrases  Seluruh fraksi di DPRD Gunung Kidul, menyatakan suksesi 
kepemimpinan kepala daerah DIY harus melalui penetapan.  
Exemplar  Mayoritas anggota DPRD Gunung Kidul hadir. 
Depiction  Konstitusional, aspirasi mayoritas warga DIY, kedaulatan di tangan 
rakyat.  
Visual image  Tidak ada, 




Sikap DPRD itu akan diserahkan kepada DPR sebagai masukan  saat 
pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY. 




3.2.  Temuan hasil Penelitian 
Apa yang mendasari Kompas  berpihak pada Penetapan Gubernur dan Wakil 
Gubernur DIY? Tak pelak harian nasional Kompas merupakan harian dengan tiras 
terbanyak dan penyebaran terluas di Indonesia memiliki komitmen khusus dalam 
wacana  tentang keistimewaan DIY yakni melalui mekanisme penetapan. 
Komitmen itu ditunjukkan oleh (1)  frekuensi dan intensitas harian Kompas 
melakukan pemberitaan selama perdebatan itu berlangsung yakni sejak tahun 
2002 sampai dengan hari ini. Puncak dari pemberitaan itu terjadi pada bulan 
Desember tahun 2010 ketika SBY setelah sidang kabinet menyamakan 
pemerintahan DIY dengan sistem monarki sehingga  bertentangan dengan nilai-
nilai demokrasi. 
Reaksi atas pernyataan SBY yang diperlihatkan warga DIY menarik untuk 
diberitakan karena mengundang reaksi keras, luas,  dan spontan warga DIY. Saat 
  87 itu di bulan November 2010 warga DIY sedang berbenah karena bencana letusan 
gunung Merapi. Masih banyak warga tinggal di pengungsian. Sementara warga 
lain yang tidak terkena bencana bergotong-royong menyampaikan sumbangan, 
mengurus pengungsi dan keluarganya, merencanakan pemulihan dan sebagainya.  
Harian  Kompas  secara masif (2)  memperlihatkan pemberitaannya tentang 
keistimewaan DIY dengan menempatkan pada headline beberapa kali pada 
halaman satu beserta foto-foto besar yang menunjukkan kegeraman masyarakat 
DIY merespons pernyataan SBY Harian ini (3)  dalam pemberitaannya lebih 
sering tidak berimbang (cover both side) ketika memberitakan keistimewaan DIY. 
Kompas tiga kali (4) mengangkat keistimewaan DIY dalam Tajuk Rencana di 
bulan Desember 2010.(5) Kompas jauh lebih banyak menyajikan tulisan-tulisan 
opini pro penetapan dibanding tulisan-tulisan pakar yang pro pemilihan. (6). 
Kompas tidak melihat rivalitas antara SBY – Sultan.  
Apakah yang mendorong Kompas dalam pemberitaan Keistimewaan DIY 
sehingga Kompas berpihak kepada penetapan Gubernur dan wakil Gubernur 
DIY? 
Apakah ini terjadi karena simpati harian Kompas  terhadap warga DIY 
setelah diguncang erupsi gunung Merapi sekian lama dengan membawa puluhan 
warga DIY tewas termasuk penunggu Merapi (juru Kunci) yang populer, Mbah 
Maridjan? Dengan simpati terhadap warga DIY atau Sultan kemudian akan 
mendorong masyarakat Indonesia berbondong-bondong menyumbang korban 
bencana gunung Merapi melalui Dompet Kemanusiaan harian Kompas? 
Apakah ini persoalan ekonomi politik, karena pelanggan Harian Kompas di 
dominasi oleh warga DIY, atau pemasang iklan adalah orang-orang Yogyakarta? 
Demikian pula pemilik media dan pengelolanya banyak orang Yogya? 
Analisis pemberitaan RUUK DIY oleh Harian Kompas pasca reformasi Mei 
1998 diwarnai oleh agenda setting yang dikemas dalam bentuk perdebatan, kritik 
terhadap penguasa, pengusaha, komentar pembaca/pemirsa. Secara dramatik 
perubahan itu seiring perubahan dari masyarakat yang diselimuti ketakutan 
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(Marey S.Zurbuchen, Representative Ford Foundation, Jakarta. Dalam Kata 
Pengantar buku “Revolusi Mei” Runtuhnya sebuah Hegemoni, 2000, Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta). 
Masyarakat secara terus menerus disadarkan hak-haknya dalam pers 
merdeka untuk lebih diperhatikan kepentingannya oleh penguasa. Di sini letak 
esensi demokrasi, ketika penguasa memperoleh amanat dipilih rakyat, maka 
penguasa secara konsisten harus secara sistematis konseptual melaksanakan 
kewajiban konstitusionalnya untuk memenuhi janji-janji selama kampanye yakni 
bekerja untuk rakyat, meningkatkan harkat martabat rakyat sampai dengan 
peningkatan kesejahteraan rakyat. Demikian pula dalam pers merdeka, maka 
kepentingan publik niscaya dilihat sebagai kepentingan utama, sebab manakala 
sebuah terbitan pers sekali terlihat lebih mementingkan kelompok, atau partai, 
atau pemilik modal tertentu maka publik akan meninggalkannya. 
Media massa mempunyai peran strategis dalam tatanan masyarakat. Media 
massa mampu membentuk suatu struktur masyarakat tertentu, mendukung suatu 
ideologi atau ajaran tertentu. Proposisi ini dapat kita lihat dari fenomena 
gencarnya penyajian berita berita tentang bank Century, foto mirip Gayus, tentang 
korupsi wisma Atlet Nazarudin bendahara Umum Partai Demokrat.. Media 
sebagai suatu institusi sosial memiliki kepentingan tertentu, yang terkandung 
dalam visi dan misi pendiriannya. Visi dan misi ini menentukan cara pandang 
dalam mengumpulkan, mengolah, dan mengungkapkan fakta atau pendapat dari 
sumber yang dikomunikasikan kepada khalayak. 
3.2.1. Perhatian Kompas terhadap RUUK-DIY 
Sejak tahun 2002 di masa pemerintahan Megawati Soekarno putri Kompas selalu 
tampil dalam pemberitaan yang menyangkut RUUK  -  DIY.  Secara konsisten 
pemberitaan tentang RUUK -  DIY dikawal oleh Kompas dengan pemberitaan 
sesuai hasil perkembangannya di DPR. Salah satu alasan mengapa publik 
memperhatikan RUUK - DIY adalah bahwa hanya tinggal DIY sebagai daerah 
khusus/istimewa  yang belum memiliki undang-undang (Tri Agung Kristanto, 
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sampai dengan Presiden Soeharto lengser keprabon di tahun 1998 adalah Daerah 
Istimewa (DI) Aceh dan Jakarta.  DI Aceh memperoleh keistimewaan karena 
peran ulama yang besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tahun 2006 
DPR memutuskan Undang - Undang No. 11  2006 tentang Pemerintahan Aceh 
menggantikan UU No. 18 tahun 20001. tentang Otonomi Khusus bagi Daerah 
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 
Berbeda pula Keistimewaan Propinsi DKI Jakarta. DKI sebagai ibukota 
Negara memiliki kota/administratif  saja sehingga tidak ada pemilihan wali kota 
atau bupati secara  langsung di Jakarta.   
Pasca reformasi, Papua menjadi daerah khusus yang terkait dengan peran 
masyarakat adat dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya Papua 
Barat menyusul memperoleh pengakuan kekhususan tersebut. Sehingga sampai 
saat ini terdapat lima daerah khusus di Indonesia yang diakui dan dipahami oleh 
seluruh rakyat Indonesia yakni: DKI Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam, Papua, Papua Barat, dan DIY.  
Tabel  3.8.  Status Khusus untuk Daerah 
Aceh  Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta  Papua 















. UU No 3/1950 tentang 
Pembentukan Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
(diubah dengan UU No. 
19/1950). 
. UU No. 5 /1974 
. UU No. 22/1999 
Dasar Hukum: UU No. 
21/2001 tentang 
Otonomi Khusus 
Papua (diubah dengan 
PerpuNo.1/2008) 
Strata daerah yang 
khas: Strata di bawah 
kabupaten & kota 
adalah kecamatan, 
mukim, dan gampang 






Strata daerah yg 
khas: Daerah Istimewa 
Yogyakarta meliputi 
daerah Kasultanan 
Yogyakarta dan daerah 
Paku Alaman, DIY 
setingkat Provinsi (UU 
No. 3/1950) 




dipimpin oleh kepala 
distrik (camat), 
kampung (setara desa 
kelurahan ). 


























Wali kota -wakil 
wali kota diangkat 




Kepala Daerah dan 
wakilnya tidak terikat 
dgn ketentuan masa 
jabatan, syarat, dan cara 
pengangkatan bagi  
kepala daerah dan wakil 




calon dari keturunan 
Sultan Yogyakarta dan 
Wakil gubernur dari 
keturunan Paku Alam 
yang memenuhi syarat 
(UU No. 22/1999) 
Identitas 
kelembagaan: 
. Dewan Perwakilan 
rakyat Papua (DPRD). 






























Sumber: Litbang Kompas. 
3.2.2. Pentingnya Berita RUUK-DIY  
Harian  Kompas  secara masif (2)  memperlihatkan pemberitaannya tentang 
keistimewaan DIY dengan menempatkan pada headline  beberapa kali pada 
halaman satu beserta foto-foto besar yang menunjukkan kegeraman masyarakat 
DIY merespons pernyataan SBY. Sebagai contoh adalah Kompas 16 Desember 
2010. 
Sudah barang tentu cara penempatan headline dan  bagaimana penyajian berita 
tersebut memiliki makna tertentu. Mengapa Kompas  begitu masif terhadap 
pemberitaan RUUK - DIY? 
Menurut ST Sularto, ”...........Berita RUUK ditempatkan sebagai berita utama 
karena Kompas melihat keistimewaan DIY serba menarik, tidak hanya 
karena faktor politik tetapi juga faktor sejarah, sosial, dan budaya.  
  91 Faktor politik menurut wakil pemimpin Umum Harian Kompas  itu, 
”keistimewaan Yogyakarta sudah given, taken for granted dan dengan sendirinya 
berjalan selama ini sebagai bagian dari praksis pemerintahan RI yang berdiri sejak 
proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagai bagian dari NKRI dalam 
status provinsi istimewa”.  
Sementara dari faktor sejarah, katanya.......... ”tercatat secara  lisan 
maupun tertulis bagaimana proses kehadiran keistimewaan Yogyakarta. Kraton 
Ngajogya hadiningrat termasuk yang di hari-hari pertama mendukung 
proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang memberikan sejumlah dana untuk 
kelangsungan jalannya roda pemerintahan negara baru, yang ibu kotanya, 
Yogyakarta, pernah menjadi Ibu Kota negara Indonesia” 
Sedangkan dari faktor sosial budaya, menurut jurnalis senior yang berasal 
dari Bantul, salah satu kabupaten di DIY itu ”Yogyakarta ibarat Indonesia kecil 
yang mencerminkan heterogenitas dan pluralitas Indonesia. Semua faktor diserap 
dan di Jawa kan, sehingga keistimewaan terutama terletak pada sosial budaya 
daerahnya dan bukan orang-orangnya. Keistimewaan semacam ini tidak dimiliki 
daerah-daerah lain. Dalam perkembangan sejarah sosial budaya Kota Yogyakarta 
serba khas, hampir semua orang besar di negeri ini pernah bersentuhan dengan 
budaya Yogyakarta, tidak saja oleh kehadiran UGM sebagai ikon tetapi juga 
keraton dengan segala tradisi cara berpikir yang masih dilestarikan dan kehidupan 
masyarakat Yogyakarta yang serba khas. Oleh karena itu ketika RUUK 
Yogyakarta dibicarakan menjadi payung hukum keistimewaannya, Kompas 
melihat sebagai isu yang menarik untuk dijadikan berita, tidak harus sebagai 
berita utama—sebab menjadikan berita utama tentu dipertimbangkan banyak 
faktor-faktor elementer—melainkan sebagai isu yang senantiasa menarik untuk 
ditampilkan”  
Oleh karena itu bagi Kompas berita RUUK - DIY merupakan tanggung 
jawab sosialnya mendorong agar pemerintah pusat di bawah kepemimpinan 
Susilo Bambang Yudhoyono untuk memilih penetapan dalam RUUK - DIY sesuai 
harapan mayoritas warga masyarakat Yogyakarta.  
Menurut TH Pujo keistimewaan Yogya itu ada di daerahnya bukan di 
Sultannya  atau keratonnya. Warga Yogya menginginkan penetapan sebagai 
mekanisme penentuan Gubernur dan wakil gubernur DIY. Hak itu melekat di 
warga Yogya sesuai dengan demokrasi, maka Yogya lebih memilih penetapan. 
Sampai saat ini menurut TH Pujo, masyarakat yogya merasa aman tenteram kok 
dipimpin sultan, sejak Sulan Hamengku Buwono IX sampai dengan Sultan 
Hamnegku Buwono X. sekarang ini. 
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Harian ini dalam pemberitaannya sering tidak berimbang (cover both side) 
ketika memberitakan keistimewaan DIY. 
Keseimbangan berita dapat berupa keseimbangan dalam satu tulisan berita 
yang dimuat oleh dua pihak yang bertentangan. Dengan demikian 
pembaca memperoleh kelengkapan berita dalam satu rangkaian tulisan. 
Namun juga dapat terjadi keseimbangan itu berupa dua tulisan opini dalam 
satu terbitan yang sama,  memiliki cara pandang berlawanan, sehingga 
pembaca memperoleh wawasan yang lebih luas mengenasi satu masalah. 
Dalam hal Kompas melakukan cover one side, St. Sularto mengatakan  
”Pertimbangan Kompas menetapkan berita utama dan bukan berita 
utama didasarkan atas prinsip-prinsip elementer sebuah berita (5 W, 
1 H) dengan tetap mempertimbangkan faktor S (security) di zaman 
Orde Baru dulu tanpa sadar menjadi bagian dari cara kerja Kompas, 
sebaliknya dalam era reformasi diterjemahkan secara cerdas sebagai 
bagian dari realisasi tanggung jawabnya sebagai pendidik 
masyarakat, yang tidak secara langsung pula mengantisipasi 
perkembangan era reformasi di mana setiap orang gampang 
mensomasi yang bisa merecoki berkepanjangan, karena itu tanpa 
sadar pertimbangan faktor cover both sides pun ke cover all sides 
pun menjadi car kerja Kompas. Berita yang menarik dari faktor 
eksklusitas dan kecepatan, tetapi belum dijamin dalam hal prinsip 
dan pertimbangan-pertimbangan di atas tidak serta merta dijadikan 
berita utama, apalagi yang sumber-sumbernya tidak akurat dan 
mencela nama baik orang. Kompas memegang teguh prinsip yang 
disampaikan oleh para pendiri, yakni kritik dengan penuh pengertian 
(with understanding), tidak ada malaikat di dunia ini (no angel in the 
world), tegas dalam perkara lentur dalam cara menyampaikan 
(fortiter in re suaviter in modo) dengan menempatkan penghargaan 
kemanusiaan sebagai nilai utama—prinsip-prinsip utama dalam cara 
bermedia Kompas menjadi pelengkap prinsip-prinsip elementer 
sebuah berita, terutama dalam hal menempatkan suatu berita utama 
di sesi pertama”.  
 
Mengenai opini dari luar redaksi yang dimuat Kompas, St Sularto 
mengatakan 
”.................didasarkan atas pemilihan cara penulisan berita, 
penempatan bahkan dalam artikel-artikel penulis luar yang dimuat. 
Kompas berpendapat, selain faktor-faktor elementer tentang 
keistimewaan Yogyakarta yang berbeda dengan keistimewaan 
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mendesak untuk praksis pemerintahan saat ini daripada menambah 
kerumitan masalah mendasar negeri ini, dalam hal penegakan 
hukum, pemberantasan korupsi, mengatasi kemiskinan, lapangan 
kerja, dll, daripada memberikan payung hukum yang sebenarnya 
tidak begitu perlu dibandingkan dengan seabrek persoalan besar 
lainnya. Bersikukuh dengan memberikan payung hukum yang 
dirasakan masyarakat Yogyakarta terutama memasung 
keistimewaannya, tidak memilik faktor urgensi dari persoalan-
persoalan bangsa saat ini. Manfaatnya akan lebih besar daripada 
mudaratnya kalau keistimewaan dipertahankan dengan salah satu 
konsekuensi hukumnya penetapan daripada mengurangi bobot 
keistimewaan dengan konsekuensinya pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah. Apakah Kompas tidak mempertimbangkan 
konsekuensi negatif misalnya figur-figur kapasitas keraton saat ini? 
Tentu saja jadi pertimbangan. Tetapi Kompas percaya, masyarakat 
Yogyakarta cerdas untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian di 
saat-saat yang tepat tanpa dilukai rasa harga dirinya apalagi 
kemudian timbul dugaan kepentingan-kepentingan pragmatis politik 
saat ini.  
3.2.4. Tajuk Rencana 
Harian  Umum  Kompas  tiga kali mengangkat keistimewaan DIY dalam Tajuk 
Rencana di bulan Desember 2010. Pertama, melalui tajuknya yang berjudul 
“Ketenangan DIY Terganggu”, padaKompas, 1 Desember 2010. Ketika 
masyarakat DIY dan Pemerintah sedang melakukan rehabilitasi dan konstruksi 
atas bencana Merapi, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mendorong 
konsep Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DIY sebagaimana kepala daerah 
lainnya. Menurut SBY argumen pemilihan kepala daerah itu kepala daerah harus 
dipilih sesuai nilai demokrasi amanat reformasi. Konsepsi SBY memperoleh 
reaksi keras dari para pendukung penetapan Gubernur dan wakil gubernur DIY. 
Argumen para pendukung penetapan adalah momen yang tidak tepat karena 
warga DIY sedang dalam berbenah akibat letusan Merapi, ada juga yang 
berargumen bahwa keistimewaan Yogyakarta adalah adanya penetapan Gubernur   
dan wakil gubernur. 
Menurut Kompas, 65 tahun Indonesia merdeka, DIY menggunakan penetapan, 
dan tidak ada persoalan, demikian pula gubernur dan wakil gubernur tidak bisa 
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kekuatan check and balances. 
Selain itu menurut Kompas, kiprah DIY di bawah kepemimpinan sultan 
merangkap gubernur memperlihatkan komitmen kuat tentang keindonesiaan. DIY, 
demikian Tajuk Rencana Kompas, telah menjadi jangkar kuat, yang menopang 
semangat dan budaya kemajemukan, bineka tunggal ika, dalam kerangka kesatuan 
bangsa. Dan pada akhirnya Kompas berpendapat bahwa status keistimewaan 
Yogyakarta bukanlah persoalan mendesak bagi penanganan  agenda bangsa, 
dibanding persoalan yang harus segera diatasi seperti masalah infrastruktur, 
kemiskinan, pengangguran.  
Kedua, Tajuk Rencana Sabtu, 6 Desember 2010 dengan judul: “Pernyataan 
Meresahkan”. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri 
Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa 71 persen responden mendukung 
sistem pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Sementara Kompas 
melakukan jajak pendapat  tahun 2008 dan 2010. Hasilnya 53,5 dan 79,9 persen 
mendukung sistem penetapan  Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Kompas 
menganggap bahwa pernyataan  Djohermansyah justru menyulut kemarahan 
warga Yogyakarta yang sudah lama menunggu pembahasan RUUK -DIY tidak 
segera diselesaikan. Bahkan Kompas  mempertanyakan ada kesalahan apa 
sehingga DIY yang memperlihatkan kontribusinya bagi persatuan dan kesatuan 
Indonesia diusik ketenangannya, yang juga dirasakan seluruh bangsa? 
Ketiga, Tajuk Rencana Sabtu, 18 Desember 2010, dengan judul: “Indonesia 
Bersatu Maju” antara lain mengungkapkan: 
1.  Dalam rancangan undang-undang Keistimewaan DIY perlu diperhatikan 
faktor-faktor perundang-undangan dan perjanjian  menyangkut hak 
keistimewaan Yogyakarta, tetapi juga rasa perasaan plus realitas sosial 
budaya masyarakat. 
2.  Kompas  menghormati kata-kata Sultan ”tanyakan kepada rakyat”, dan 
SBY pun senada dengan mengatakan ” kembalikan kepada rakyat”. 
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hal. Yang istimewa bukan orangnya tetapi daerahnya. 
3.  Kejawaan Yogyakarta tidak  larut dan bahkan diperkaya,  meskipun 
menjadi  melting pot  berbagai kebudayaan , suku, agama, dan latar 
belakang. 
4.  Harus dimungkinkan kekhasan kedaerahan yang ditempatkan dalam 
koridor untuk maju, dengan muaranya pada kesejahteraan rakyat. 
5.  Kompas jauh lebih banyak menyajikan tulisan-tulisan opini pro penetapan 
dibanding tulisan-tulisan pakar yang pro pemilihan 
3.2.5. Artikel Lepas 
Selama bulan November, Desember, Januari,  judul, nama penulis, (5). 
Beberapa penulis terkenal seperti Daoed Yusuf mantan menteri Pendidikan di era 
OrdeBaru,  Saldi Isra pakar hukum ketatanegaraan, Muhammad Fajrul Falaakh 
seorang aktivis, menghiasi dan mewarnai perdebatan publik mengenai RUUK-
DIY. 
 
Tabel 3.9 Artikel RUUK-DIY 
 
 
No.  Judul Artikel  Hari/Tanggal  Halaman  Penulis 
1.  “Monarki Yogya” 
Inkonstitusional? 
Rabu, 1-12- 2010  6  Falaakh, 
Muhammad Fajrul 
2.  Amnesia Sejarah  Kamis, 2-12- 2010  6  Tranggono, Indra 
3.  Otonomi Yogyakarta  Jumat, 3-12- 2010  6  Maksum, Irfan 
Ridwan 
4.   Salah Paham Soal 
Yogyakarta 
Jumat, 3-12- 2010  7  Pasha, Julian 
Aldrin 
5.  Jajak Pendapat “Kompas”: 
Publik Cenderung Terima 
Keistimewaan 
Senin, 6-12- 2010  4  Astuti, Palupi P; 
Suryaningtyas, 
Toto 
6.  Keistimewaan: Daerah 
“Khusus” Memang Harus 
Beda... 
Rabu, 8-12- 2010  5  Kristanto, Tri 
Agung 
7.  Keistimewaan DIY: 
Penetapan sebagai Harga 
Jumat, 10-12- 2010  5  Sumantri, 
Bambang Sigap 
  96 Diri 
8.  Dasar Pembentukan 
Bangsa 
Sabtu, 11-12- 2010  6  Joesoef, Daoed 
9.  RUU Keistimewaan DIY: 




22  Prasetya, Erwin 
Edhi, Nugroho, 
Wisnu 
10.  Kritik Media dan Apriori 
Pemerintah 
Rabu, 15-12-2010  7  Sudibyo, Agus 




6  Blikololong, JB 




6  Isra, Saldi 
13.  Foto: Upacara Mengenang 
Maklumat 5 September 
Kamis, 16-12- 
2010 
22  Riatmoko, 
Ferganata Indra) 
14.  Keistimewaan DIY: 
Yogyakarta yang 
Panaskan Paripurna 
Jumat, 17-12- 2010  2  Beribdra, Susie; 
Yossihara, Anita 
15.  Foto: Serahkan Aspirasi 
Warga Yogyakarta 
Sabtu, 18-12-2010  2  Setiawan, Dhoni 




Sabtu, 18-12-2010  5  Berindra, Susie 
17.  Keistimewaan Daerah 
Dalam UUD 45 
Selasa, 21-12-2010  6  Kesowo, Bambang 
18.  Yogyakarta Memang 
Istimewa ! 
Selasa, 28-12-2010  35  Setodewo, Resa 
 
 
3.2.6. Rivalitas SBY-Sultan 
Kompas tidak melihat rivalitas antara SBY – Sultan. Hal ini dapat dibandingkan 
antara tulisan di Kompas dengan tulisan di media lain. Apabila kita telusuri 
beberapa tulisan berita maupun opini yang terkait dengan RUUK - DIY hampir 
tidak ada yang membahas rivalitas SBY-Sultan  secara lengkap, hanya berupa 
potongan-potongan berita. Sementara Tempo edisi 26 Desember 2010, 
memberikan deskripsi persaingan politik di antara dua tokoh tersebut secara 
memadai. Dikatakan Tempo hubungan pribadi  natara Sultan dan SBY tidaklah 
mulus (hal. 33) Hubungan yang baik sebelum pemilihan umum, kata seorang 
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dikatakan majalah Tempo, setelah Sultan menolak ajakan SBY maju sebagai 
wakil presiden SBY. Sultan menolak karena:”......Masih berat dengan rakyat 
Yogya yang masih membutuhkan saya.” 
Sultan memiliki mimpi, kata Tempo. Mimpi Sultan bukan jadi wakil 
presiden akan tetapi menjadi presiden. Sultan sudah membentuk tim di bawah 
Sukardi Rinakit sebagai ketua tim sukses Sultan.  Namun setelah Sultan 
melakukan ”Pisowanan Agung” yang menyatakan kesediaannya menjadi calon 
presiden, namun tidak ada partai politik yang mengusungnya, Sultan menjadi 
kecewa.  
Menurut Tempo, Yudhoyono bingung dengan keinginan Sultan. Sejak 
RUUK  -  DIY diajukan, berkali-kali utusan Yudhoyono -  dari mantan rektor 
Universitas Gadjahmada Sofyan Efendi sampai dengan mantan Menteri Dalam 
Negeri Mardiyanto - telah dikirim. Mereka sama sekali tidak paham keinginan 
Sultan. 
3.3. Agenda Media 
Dalam konteks komunikasi hal ini dikenal sebagai agenda setting. Media 
massa mempunyai agenda tertentu dalam menyajikan pesan, baik dari sudut 
kuantitatif yaitu frekuensi dan durasi pemuatan, maupun dari sudut kualitatif, 
seperti, pendalaman dan penekanan materi pesan atau bagaimana media tersebut 
mempergunakan pilihan kata. 
Dalam bidang kekuasaan ekonomi, boleh jadi pengusaha mengelola media 
massa dengan prinsip bisnis semata. Bagi pengusaha, media massa digunakan 
untuk mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara, 
institusi media dikelola secara dengan prinsip bisnis. Pada situasi ini, media massa 
dijalankan berlandaskan hukum ekonomi, yakni pengeluaran sekecil-kecilnya 
untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan mungkin 
mengesampingkan tanggung jawab sosial. Efisiensi menjadi suatu hal mutlak.  
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yang tabu di mata media. Semuanya bisa dibuat “telanjang”. Berbeda dengan 
tetangga kita Malaysia. Kasus narkoba dan prostitusi begitu marak di wilayah 
perbatasan, tetapi sangat jarang media setempat mengangkat kasus itu sebagai 
materi pemberitaan. Artinya, ada “sesuatu” yang mereka jaga bersama atas nama 
kepentingan harkat dan martabat bangsa. Sepenting apapun, ketika ia berhadapan 
dengan kepentingan harkat dan martabat bangsa, maka ia harus “mengalah”. 
Kejadian yang disajikan televisi dianggap sebagai representasi keadaan 
sesungguhnya di masyarakat. Hal ini pernah dialami oleh Indonesia menjelang 
runtuhnya pemerintah orde baru. Media massa dalam dan luar negeri mem-blow 
up ketidak amanan di Jakarta, khususnya di wilayah Gedung DPR. Dari sajian 
media tersebut seolah-olah seluruh wilayah Jakarta sudah tidak aman. Padahal 
pada saat itu di beberapa wilayah, bahkan sebagian besar wilayah Jakarta masih 
aman. 
Kemampuan lain media massa adalah menimbulkan efek langsung dan 
tidak langsung. Informasi kemacetan jalan yang disiarkan oleh stasiun radio, 
misalnya dapat membuat pengemudi kederasan mengambil jalur lain. Berbagai 
program acara atau rubrik yang disajikan media massa mampu membawa 
khalayak pada kondisi yang terserang oleh peluru yang disajikan itu. Namun, 
yang paling penting adalah efek tidak langsung, sesuatu yang terasa perlahan, 
namun pasti. Khalayak tidak sadar bahwa perilaku kesehariannya adalah proses 
peniruan (social learning) secara perlahan dari sajian pesan media massa. 
Dengan demikian, siapa yang mengendalikan pesan media massa dapat 
pula mengendalikan opini publik. Siapa yang mengendalikan opini publik dia pun 
akan memiliki kekuasaan. Hal ini berlaku dalam satu negara, hubungan bilateral, 
dan hubungan internasional atau global. Khususnya pada hubungan global, 
pengendalian media massa sangat penting untuk menanamkan pengaruh global 
pada berbagai sektor kehidupan. Negara yang memiliki pengaruh global akan 
menikmati kekayaan dunia lebih besar dibanding dengan negara yang tidak 
memiliki pengaruh global. 
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sosial - historis. Dengan kata lain, fakta (hasil observasi inderawi) pun merupakan 
konstruksi sosial - historis, bukan sesuatu yang given. 
Proses rekonstruksi peristiwa yang dilakukan oleh wartawan adalah proses 
yang sangat subjektif. Proses melalui persepsi wartawan, yang dipengaruhi oleh 
kerangka acuan (frame of  reference) dan lingkup pengalaman (field of 
experience). Itulah sebabnya, satu peristiwa yang sama akan menjadi berita yang 
berbeda-beda karena ditulis oleh wartawan yang berbeda. Jadi, berita itu subjektif! 
Dalam konteks berpikir seperti itulah, terlalu naif kalau kita kemudian menuntut 
revisi UU 40/1999 dengan alasan pers tidak objektif, berita tidak netral. Tidak ada 
berita yang netral! 
Berita sangat dipengaruhi oleh subjektivitas wartawan, juga dipengaruhi 
oleh dominasi ideologi yang berkembang, termasuk ideologi media. Menurut 
Denis McQuail (Media Performance, Mass Communication and the Public 
Interest, 1992:82), ada faktor luar dan faktor dalam yang memengaruhi. Termasuk 
faktor luar adalah investor, kelompok penekan (pressure group), pemerintah, dan 
institusi sosial -  politik. Faktor dalam: narasumber, pemilik media, pemasang 
iklan, dan khalayak/pembaca. 
Objektivitas adalah dimensi, bukan nilai, sehingga ada gradasi di dalamnya. 
Kita hanya dapat menakar kadar objektivitas suatu berita, tetapi tidak dapat 
mengategorikannya secara dikotomis: objektif atau tidak objektif. 
Berita merupakan cerminan realitas media yang belum tentu cocok dengan 
realitas sosial. Terlalu naif kalau kita menyatakan bahwa berita adalah potret fakta 
karena wartawan tidak mungkin bebas nilai ketika merekonstruksi peristiwa. 
Wartawan hanya dapat berusaha mendekatkan berita dengan realitas sosial. Dalam 
konteks itulah dapat dilihat kadar objektivitas tersebut, sejauh mana kedekatan 
dengan realitas sosial. 
Dalam bingkai pemikiran seperti itulah, pers harus berpihak, tidak 
berpretensi bahwa dirinya adalah entitas objektif yang hidup dalam ruang hampa. 
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ketika pesan diinterpretasikan bersama-sama oleh komunikator dan komunikan. 
Berbeda dari paradigma komunikasi transmisi yang seolah-olah komunikator 
dengan mudahnya menginterpretasikan dan menyampaikan pesan/informasi 
kepada komunikan. Paradigma baru tidak menuntut kesamaan interpretasi, sejalan 
dengan arus reformasi yang membuka ruang bagi demokratisasi. Dalam ranah 
itulah, pers menemukan posisinya sebagai ruang publik (public sphere). 
 
3.3.1.  Bilik Berita 
Penulisan berita bermula dari liputan oleh wartawan di lapangan, kemudian 
dilaporkan kepada atasan yang biasanya disebut desk atau editor, meskipun 
sebelumnya bisa saja  didiskusikan dengan rekan wartawan lainnya untuk 
menambah kepercayaan wartawan bersangkutan. Seorang wartawan yang menulis 
berita kejadian atau peristiwa sangat berharap untuk diberitakan di media 
bersangkutan, lebih-lebih jika berita yang dilaporkannya memperoleh tempat 
utama sebagai headline atau berita utama pada terbitan koran di mana sang 
wartawan bekerja. Oleh sebab itu aktualitas berita, akurasi berita, keseimbangan 
berita (cover both side) sangat diperhatikan oleh wartawan di lapangan agar 
tulisan yang dihasilkannya layak muat.  ST Sularto, Wakil Pemimpin Umum 
Kompas menyatakan :...setiap reporter merindukan berita yang ditulisnya 
menjadi berita utama.... 
Namun apa yang diinginkan wartawan tersebut tidak selamanya dapat 
terwujud karena desk, atau editor bisa saja menghendaki lain. Hal ini merupakan 
hasil diskusi di antara desk dan editor dalam bilik berita. Dengan demikian 
laporan wartawan di lapangan bisa saja menghasilkan berita utama setelah 
diberikan kelengkapan, menjadi berita tambahan bagi berita yang lain, atau berita 
tersendiri, bahkan bisa menjadi berita tertunda pemuatannya atau sama sekali 
tidak dimuat. Sedangkan untuk menentukan sebuah berita menjadi berita utama 
atau tidak untuk halaman pertama sesi pertama (Kompas memiliki tiga sesi, yakni 
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(newroom) yang diselenggarakan setiap hari pukul 17.00. 
Secara intrinsik sebagai latar belakang setiap berita dalam mengonstruksi 
berita, setiap reporter tidak pernah berpikir berita yang ditulisnya menjadi berita 
utama atau tidak. Prinsip elementer berita sudah menyatu built-in, tinggal 
persoalannya bagaimana mengonstruksi bahan itu sebagai berita dengan tambahan 
kepadatan dan menarik untuk kolom dan konsumen pembaca Kompas yang 
sasarannya menengah ke atas atau di tingkat pendidikan sekolah menengah 
pertama ke atas. Setiap reporter merindukan berita yang ditulisnya menjadi berita 
utama. Tetapi karena latar belakang pengalaman, pendidikan dan jam terbangnya 
sebagai wartawan, termasuk juga dalam berbagai kasus berita membicarakannya 
lebih dulu dengan atasan (kepala desk, editor) atau rekannya, berita yang 
ditulisnya menjadi berita utama atau tidak sudah dia perkirakan  sebelumnya. 
Secara tidak langsung berita yang ditulisnya sudah diketahui akan dijadikan berita 
utama atau tidak, atau sekadar ditambahkan sebagai berita tambahan digabung 
dengan berita lain. Sebaliknya bagi kepala desk dan wakil kepala desk, berita 
yang ditulis reporternya berita bersangkutan bisa saja dijadikan berita utama, 
berita tersendiri, ditambahkan sebagai bahan berita atau bahkan ditunda atau tidak 
bisa dimuat. Penentuan ini dilakukan oleh kepala desk dan wakil kepala desk 
masing-masing. Sedangkan untuk menentukan sebuah berita menjadi berita utama 
atau tidak untuk halaman pertama sesi pertama dilakukan lewat rapat (newroom) 
yang diselenggarakan setiap hari pukul 17.00. 
Pertimbangan Kompas menetapkan berita utama dan bukan berita utama 
didasarkan atas prinsip-prinsip elementer sebuah berita (5 W, 1 H) dengan tetap 
mempertimbangkan faktor S (security) di zaman Orde Baru dulu tanpa sadar 
menjadi bagian dari cara kerja Kompas, sebaliknya dalam era reformasi 
diterjemahkan secara cerdas sebagai bagian dari realisasi tanggung jawabnya 
sebagai pendidik masyarakat, yang tidak secara langsung pula mengantisipasi 
perkembangan era reformasi di mana setiap orang gampang mensomasi yang bisa 
merecoki berkepanjangan, karena itu tanpa sadar pertimbangan faktor cover both 
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dari faktor eksklusitas dan kecepatan, tetapi belum dijamin dalam hal prinsip dan 
pertimbangan-pertimbangan di atas tidak serta merta dijadikan berita utama, 
apalagi yang  sumber-sumbernya tidak akurat dan mencela nama baik orang. 
Kompas memegang teguh prinsip yang disampaikan oleh para pendiri, yakni 
kritik dengan penuh pengertian (with understanding), tidak ada malaikat di dunia 
ini (no angel in the world), tegas dalam perkara lentur dalam cara menyampaikan 
(fortiter in re suaviter in modo) dengan menempatkan penghargaan kemanusiaan 
sebagai nilai utama—prinsip-prinsip utama dalam cara bermedia Kompas menjadi 
pelengkap prinsip-prinsip elementer sebuah berita, terutama dalam  hal 
menempatkan suatu berita utama di sesi pertama.  
Berita utama untuk masing-masing halaman sesuai dengan sesi masing-
masing. Untuk berita utama halaman 1, berita utama ditentukan dalam rapat 
redaksi sore hari pukul 17.00 setiap menjelang terbit esok hari, termasuk hari 
Minggu, kekcuali hari Sabtu. Peserta rapat adalah kepala-kepala desk atau wakil 
kepala desk, pemred atau wakil pemred, redpel atau wakil redpel, sekretaris 
redaksi atau wakil sekred, dan bagian produksi yang terdiri atas infografik dan 
desain grafik. Setiap kepala desk mengusulkan bahan-bahan berita untuk dimuat 
di halaman satu sesi satu, dan dari sana diputuskan dijadikan berita utama, bukan 
berita utama, dimasukkan sebagai badan berita di halaman satu atau sambungan 
(halaman 15), atau di  halaman masing-masing, bahkan disetujui tidak 
dimuat/ditunda. Jadi yang menentukan berita utama di halaman satu sesi satu 
adalah sidang redaksi tersebut. Sedangkan untuk berita utama masing-masing sesi, 
ditentukan sendiri oleh rapat desk setiap sore yang diselenggarakan masing-
masing desk pada pukul 16.00 sebelum rapat sore, terdiri atas kepala desk atau 
wakilnya, wartawan foto, infografik, desain grafik. Setiap sesi dan halaman sudah 
selesai di tingkat desk, sehingga setiap desk selain reporter ada petugas info 
grafik/desain grafik maupun penyelaras bahasa. Memang pimpinan dalam hal ini 
Lembaga Pemred dan Lembaga Redpel bisa mengubah berita utama baik di 
tingkat sesi/desk maupun berita utama halaman satu sesi 1, tetapi dia harus 
memberi tahu pada kepala desk ”pemilik” sesi/desk tersebut.  
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artikel-artikel penulis luar yang dimuat. Kompas berpendapat, selain faktor-faktor 
elementer tentang keistimewaan Yogyakarta yang berbeda dengan keistimewaan 
daerah lain (Aceh, DKI, Papua), juga faktor masih ada pekerjaan mendesak untuk 
praksis pemerintahan saat ini daripada menambah kerumitan masalah mendasar 
negeri ini, dalam hal penegakan hukum, pemberantasan korupsi, mengatasi 
kemiskinan, lapangan kerja, dll, daripada memberikan payung hukum yang 
sebenarnya tidak begitu perlu dibandingkan dengan seabrek persoalan besar 
lainnya. Bersikukuh dengan memberikan payung hukum yang dirasakan 
masyarakat Yogyakarta terutama memasung keistimewaannya, tidak memilik 
faktor urgensi dari persoalan-persoalan bangsa saat ini. Manfaatnya akan lebih 
besar daripada mudaratnya kalau keistimewaan dipertahankan dengan salah satu 
konsekuensi hukumnya penetapan daripada mengurangi bobot keistimewaan 
dengan konsekuensinya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
Apakah Kompas tidak mempertimbangkan konsekuensi negatif misalnya figur-
figur kapasitas keraton saat ini? Tentu saja jadi pertimbangan. Tetapi Kompas 
percaya, masyarakat Yogyakarta cerdas untuk melakukan penyesuaian-
penyesuaian di saat-saat yang tepat tanpa dilukai rasa harga dirinya apalagi 
kemudian timbul dugaan kepentingan-kepentingan pragmatis politik saat ini.  
 
3.3.2  Konsumen Berita 
Pembaca Kompas di Yogyakarta menyatakan puas dengan pemberitaan 
RUUK -DIY karena Kompas menyajikan beritanya sangat luas dan komprehensif. 
Tidak perlu ada yang diragukan dari cara Kompas menempatkan berita tentang 
RUUK -DIY maupun konten yang disajikan. Masyarakat pembaca Kompas di 
Yogyakarta memperoleh alternatif bacaan media yang berskala nasional, 
sementara itu harian Kedaulatan Rakyat sebagai koran lokal masih merupakan 
bacaan utama tentang RUUK -  DIY. Masyarakat masih menganggap bahwa 
Kompas mampu menangkap aspirasi masyarakat Yogyakarta yang menginginkan 
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Buwono sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY. 
Kompas dipandang memenuhi kebutuhan akan informasi tentang 
pembahasan RUUK -  DIY. Bahkan Kompas menurutnya memenuhi standar 
pemberitaan yang berimbang (cover both side) dalam penyajian beritanya. 
Malahan ada keinginan halaman khusus untuk pemberitaan RUUK - DIY. 
Ketika ditanyakan bahwa dengan opsi penetapan maka tertutup kemungkinan 
warga biasa (di luar keraton) untuk menjadi gubernur? Di jawab dengan 
”...........nggak masalah”. Ini bisa ditafsirkan bahwa jabatan gubernur dan wakil 
gubernur DIY memang bukan untuk kalangan di luar keraton, karena sudah 
ratusan tahun Yogyakarta memang di pimpin oleh raja-raja keturunan keraton.  
Keistimewaan Yogyakarta ada di daerahnya, masyarakatnya dan gubernurnya, 
demikian kata informan pembaca Kompas di Yogyakarta. 
Sementara dilihat dari segi keuntungannya, maka DIY memiliki sejarah 
panjang dengan kepemimpinan yang memang realitasnya selalu berjuang untuk 
kepentingan masyarakat, dan tidak pernah terjadi benturan kepentingan dengan 
partai-partai politik, demikian pula dari segi pendanaan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD) dapat dihemat. 
Apabila memang ada rivalitas antara Sultan Hamengku Buwono dengan 
presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka itu sekedar kepentingan politik yang 
berbeda, tidak ada urusan dengan masyarakat secara langsung. Kesan subyektif 
nara sumber dilihat dari pribadi Sultan Hamengku Buwono X masyarakat 
Yogyakarta memberi hormat, karena Sultan memiliki kewibawaan yang terjaga, 
dan memiliki kesantunan terhadap siapa pun warga DIY. 
 
3.3.3.  Situasional 
Beberapa situasi yang dapat dicatat sebagai melatarbelakangi pemberitaan RUUK 
-DIY dapat dicatat sebagai berikut. Pertama, ketika SBY melontarkan gagasan 
adanya monarki di Yogyakarta yang bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi 
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mendalam yakni erupsi gunung Merapi yang menelan jiwa puluhan orang 
termasuk juru kunci Merapi, mbah Maridjan. Pernyataan SBY tentang monarki 
dan demokrasi disampaikan kepada pers setelah mendengar presentasi 
Kemendagri Gamawan Fauzi soal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan 
DIY dalam rapat Terbatas Kabinet di Istana Merdeka Jakarta 26 November 
2010.Bagi masyarakat Yogyakarta pernyataan tersebut dirasa menyakitkan. 
Tanggapan atas pernyataan tersebut selain memunculkan gelombang aksi turun 
jalan warga Yogya, oleh Kompas ditanggapi dengan pemuatan opini para pakar 
(Mohammad Fajrul Falaakh, “Monarki Yogya Inskonstitusional?”  Kompas 1 
Desember 2010, Surono, “Demokrasi Versus Monarki Yogyakarta” Kompas 
Jateng 1 Desember 2010, Hasan BasriMarwah,”Amnesia Sejarah dan Kekuasaan” 
Kompas Jateng, 2 Desember 2010, Julian Aldrin Pasha, “Salah Paham soal 
Yogyakarta”, Kompas, 3 Desember  2010, Daoed Joesoef, Dasar Pembentukan 
Bangsa” Kompas, 11 Desember 2010) 
Kedua, draf RUUK-DIY sudah diusulkan oleh pemerintah provinsi DIY 
sejak tahun 2002 namun hingga 8 tahun tidak juga menghasilkan kesepakatan di 
DPR maupun pemerintah. Saking lamanya menunggu Sultan Hamengku Buwono 
X melontarkan gagasan untuk tidak mau lagi diangkat sebagai Gubernur DIY. 
Ketiga, tingkat kepuasan masyarakat dari bebreapa survei menunjukkan 
adanya penurunan atas kepemimpinan SBY yang meliputi bidang penegakan 
hukum, pengentasan kemiskinan, dan    pembangunan ekonomi. 
Keempat, adanya  sinyalemen rivalitas SBY-  Sultan saat Pilpres 2009, 
yakni penolakan Sultan mendampingi SBY sebagai calon wakil presiden dalam 
pilpres 2009. Bahkan sebelum pilpres 2009 sikap Sultan sering mengambil posisi 
oposan terhadap SBY. Sikap tidak lapang SBY dalam rivalitas ini mengorbankan 
makna hakiki demokrasi yang menekankan aspirasi akar rumput dan pengalaman 
sejarah,Hasan Basri Marwah, Amnesia Sejarah dan Kekuasaan, Kompas Jateng, 2 
Desember 2010).Masyarakat Yogya yang tidak terlalu pusing dengan kekuasaan  
yang diselenggarakan selama ini, tidak berarti tidak memiliki ruang negosiasi 
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masyarakat Yogyakarta selama ini bekerja sesuai dengan pengalaman sejarah 
mereka. 
 
3.3.4.  Profil Harian Kompas 
Sebagai sebuah koran nasional yang terbit di Jakarta, sebuah ibu kota negara 
Republik Indonesia, Kompas memiliki kontributor berita yang tersebar diluruh 
antero nusantara bahkan beberapa kota-kota penting di dunia.  Demikian pula 
persebaran koran ini sampai di pelosok nusantara bahkan manca negara. Lebih-
lebih saat ini koran yang memasuki dunia maya dengan koran online dapat 
dinikmati di seluruh dunia dengan waktu sangat singkat sejak diterbitkan. 
Kompas terbit pertama kalinya di tahun 1965 
Memasuki usia ke 46 tahun sejak terbitan pertama kalinya Kompas 
memiliki tiras saat ini  dikisarkan angka 500 ribun per hari, meskipun pernah 
tirasnya mencapai 625 ribu exemplar. 
Ide awal penerbitan harian ini datang dari Jenderal Ahmad Yani, yang 
mengutarakan keinginannya kepada Frans Seda untuk menerbitkan surat kabar 
yang berimbang, kredibel, dan independen. Frans kemudian mengemukakan 
keinginan itu kepada dua teman baiknya, P.K. Ojong  (1920-1980) dan Jakob 
Oetama. Ojong langsung menyetujui ide itu dan menjadikan Jakob Oetama 
sebagai editor in-chief pertamanya. 
Awalnya harian ini diterbitkan dengan nama Bentara Rakyat. Atas usul 
Presiden Sukarno, namanya diubah menjadi Kompas, sebagai media pencari fakta 
dari segala penjuru. 
Kompas mulai terbit pada tanggal 28 Juni 1965 berkantor di Jakarta Pusat 
dengan tiras 4.800 eksemplar. Sejak tahun 1969, Kompas merajai penjualan surat 
kabar secara nasional. Pada tahun 2004, tiras hariannya mencapai 530.000 
eksemplar, khusus untuk edisi Minggunya malah mencapai 610.000 eksemplar. 
Pembaca koran ini mencapai 2,25 juta orang di seluruh Indonesia. 
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tiga halaman bagian, yaitu bagian depan yang memuat berita nasional dan 
internasional, bagian berita bisnis dan keuangan, serta bagian berita olahraga. 
Pada tahun 21 Januari 1978, menyusul pemberitaan pencalonan Soeharto sebagai 
presiden untuk ketiga kalinya dan demo menentang korupsi yang marak, tujuh 
harian (Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, Sinar 
Pagi, dan Pos Sore) dilarang terbit atas perintah Sudomo.
. 
Kompas e-paper atau koran digital Kompas adalah versi elektronik dari 
koran Kompas yang diluncurkan Kelompok Kompas Gramedia pada tanggal 1 
Juli 2009. Inovasi ini sebenarnya telah ada dari tahun 2008 akan tetapi setelah 
melalui beberapa perbaikan barulah Kompas epaper ini dapat benar-benar diakses. 
Kompas epaper ini tidak sama dengan Kompas.com. Apabila pada Kompas.com, 
informasi-informasi yang diberikan berbeda dengan Kompas cetak maka Kompas 
epaper memiliki berita yang sama dengan Kompas cetak akan tetapi epaper 
berbentuk digital. Sampai saat ini Kompas e-paper tidak memungut biaya, namun 
membutuhkan plugin tambahan, yaitu Microsoft Silverlight yang wajib dipasang 
terlebih dahulu. 
Kompas cetak  adalah  koran digital  Kompas versi elektronik. Kompas 
cetak tidak membutuhkan plugin tambahan. Berita yang ada disini sama persis 
dengan yang ada pada versi cetak (non-elektronik) namun kadang ada berita yang 
tidak ditambahkan di sini. Iklan yang ada pada versi cetak (non-elektronik) pun 
ditiadakan disini. Mulai tanggal 1 Juli 2010 Harian Kompas edisi cetak di 
Kompas.com seluruhnya berganti menjadi edisi ePaper Harian Kompas. Pada 
Agustus 2010, Kompas Cetak kembali lagi dengan desain baru. 
Harian Kompas adalah nama surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di 
Jakarta. Kompas adalah bagian dari Kelompok Kompas Gramedia. Untuk 
memudahkan akses bagi pembaca di seluruh dunia, Kompas juga menerbitkan 
edisi daring bernama Kompas Cyber Media, berisi berita-berita yang diperbarui 
secara aktual. Kompas adalah satu-satunya koran di Indonesia yang diaudit oleh 
Audit Bureau of Circulations (ABC). 
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3.4.1      Berhadapan dengan  Kekuasaan 
Di usia 46 tahun harian Kompas, hampir sepenuh usianya beriringan dengan 
pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto selama 32 
tahun. Selama masa orba tersebut, harian Kompas bertumbuh meraksasa sebagai 
media melakukan ekspansinya di berbagai bidang bisnis media dan usaha lainnya. 
Di masa pemerintahan Soeharto Kompas dikenal sebagai kritik halus terhadap 
pemerintahan yang berkuasa saat itu. Sesuai dengan sikap dan pribadi Jacob 
Oetama yang lembut, Kompas dikenal sangat hati-hati melakukan kritik maupun 
mengemukakan gagasan-gagasan barunya. 
Jacob Oetama lahir di Borobudur, 27 September 1931. Setelah lulus Guru 
Sejarah B-1 (1956), lalu melanjutkan studi di Jurusan Jurnalisme Akademi 
Jurnalistik Jakarta dan lulus tahun 1959. Pendidikan terakhir mantan guru sejarah 
SLTP dan SMU di Jakarta itu di Jurusan Publisistik Fisipol UGM. Pengalaman 
kerja di bidang jurnalisme dimulai dari editor majalah Penabur, Ketua Editor 
majalah bulanan Intisari, Ketua Editor harian Kompas, Pemimpin Umum/Redaksi 
Kompas, dan Presiden Direktur Kelompok Kompas-Gramedia. Sejumlah karya 
tulis Jacob Oetama, antara lain, Kedudukan dan Fungsi Pers dalam Sistem 
Demokrasi Terpimpin, yang merupakan skripsi di Fisipol UGM tahun 1962, 
Dunia Usaha dan Etika Bisnis (Penerbit Buku Kompas, 2001), serta Berpikir 
Ulang tentang Keindonesiaan (Penerbit Buku Kompas, 2002). Jacob juga 
berkiprah dalam berbagai organisasi dalam maupun luar negeri. Beberapa di 
antaranya pernah menjadi Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI), Anggota DPR Utusan Golongan Pers, Pendiri dan Anggota Dewan Kantor 
Berita Nasional Indonesia, Anggota Dewan Penasihat PWI, Anggota Dewan 
Federation Internationale Des Editeurs De Journaux (FIEJ), Anggota Asosiasi 
Internasional Alumni Pusat Timur Barat Honolulu, Hawai, Amerika Serikat, dan 
Ketua Bidang Organisasi dan Manajemen Serikat Penerbit Surat Kabar. 
Jakob Oetama menerima penghargaan sebagai Entrepreneur of The Year 
untuk Tokoh yang Memberi Inspirasi di Masa Mendatang. Jakob memulai 
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penghargaan Entrepreneur of The Year dari Ernst & Young. Dia memasuki dunia 
usaha tahun 1963, setelah bersama dengan PK Ojong memulai penerbitan majalah 
Intisari dan penerbitan surat kabar Kompas tahun 1965. 
Jakob Oetama dan Kompas, ibarat menyebut sesuatu dalam satu tarikan napas: 
Jakob Oetama adalah Kompas dan Kompas adalah Jakob Oetama. Keduanya 
memiliki karakter sama. Walau Jakob Oetama, yang akrab dipanggil "J.O." di 
kalangan Kelompok Kompas Gramedia, tak sendirian mendirikan Kompas -
bersama dengan almarhum P.K. Ojong- J.O. hidup lebih lama dari rekannya. J.O. 
juga mengenyam sukses perusahaan yang mereka dirikan pada 1965 
Jakob Oetama, Pemimpin Umum Harian Kompas dan Chief Executive 
Kelompok Kompas-Gramedia, melampiaskan keharuannya pada saat Universitas 
Gadjah Mada, Kamis, 17 April 2003, secara resmi memberinya anugerah 
kehormatan berupa gelar Doktor Honoris Causa di bidang komunikasi. Dia adalah 
salah satu raksasa jurnalis di negeri ini yang menawarkan jurnalisme damai dan 
berhasil membuka horizon pers yang benar-benar  modern, bertanggung jawab, 
nonpartisan, dan memiliki perspektif jauh ke depan. 
Jakob Oetama dan P.K. Ojong sebagai pendiri Kompas memiliki saham 
masing-masing 20 persen dan 25 persen. Karena saham ini, Jakob Oetama masuk 
dalam deretan 200 pembayar pajak pribadi terbesar di Indonesia. "Bersama-sama 
dengan Fikri Jufri ....," Sementara Kelompok Kompas Gramedia, yang memiliki 
10-an ribu karyawan di seluruh Indonesia, "hanya" masuk dalam peringkat 160-an 
perusahaan pembayar pajak terbesar di Indonesia. 
Jakob Oetama mengatakan dirinya bukanlah seorang kapitalis. "Mungkin 
kapitalis yang terjadi karena didesak situasi,"  
Bagaimana menyiapkan pengganti? Jakob Oetama merasa bersyukur karena 
telah melakukan pergantian kepemimpinan redaksi dengan mulus ke tangan 
Suryopratomo. Jajaran pengambil keputusan di bidang redaksi, sekarang dipimpin 
kalangan muda. Tak mudah, katanya, mencari pengganti dari orang yang memulai 
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redaksi pertama Tempo. Namun solusi ditemukan, dan para pemimpin muda ini 
masih terus dibimbing untuk menjalankan fungsi keredaksian. Perlahan-lahan 
Suryopratomo dan kelompoknya diterima juga oleh berbagai pihak. 
Struktur ini berkaitan dengan bagaimana wartawan mengisahkan berita 
sehingga  enak dibaca, menyentuh, mengiris hati, atau sebaliknya, membuat 
pembaca merasa dendam, memusuhi, dan lain sebagainya. Karena itu unit yang 
diamati dalam struktur ini adalah unsur 5W + 1 H. Tidak sedikit media yang 
hanya mengungkapkan kejadian yang hanya sekilas, seolah tanpa sebab. Sehingga 
berita yang dimuat kerap kali lepas dari unsur Why dan How, seperti halnya kasus 
Astini. Media seolah melupakan apa penyebab Astini dihukum mati dan 
bagaimana dia pantas dihukum mati. Persoalan-persoalan tersebut jika pun ada, 
hanya sebagai bumbu berita dan sering hanya ditulis atau diliput secara selintas 
saja alias tidak mendalam. 
 
Tabel  3.10. 
Senarai Perusahaan Kelompok Kompas Gramedia 
No.  N a m a  Kota  Bentuk  Tahun 
Terbit 
Edaran 
1.  Intisari  Jakarta  Majalah  1963  Indonesia 
2.  Kompas  Jakarta  Surat Kabar  1965  Indonesia 
3.   Jakarta Post  Jakarta  Surat Kabar  1983  Indonesia 
4.  Nova  Jakarta  Tabloid  1988  Indonesia 
5.  Citra  Jakarta  Tabloid  1990  Indonesia 
6.  Bola  Jakarta  Tabloid  1984  Indonesia 
7.  Hai  Jakarta  Majalah  1977  Indonesia 
8.  Bobo  Jakarta  Majalah  1973  Indonesia 
9.  Angkasa  Jakarta  Majalah  1989  Indonesia 
10  Foto Media  Jakarta  Majalah  1983  Indonesia 
11  Info Komputer  Jakarta  Majalah  1986  Indonesia 
12  Kawanku  Jakarta  Majalah  1970  Indonesia 
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14  Comick M  
& C 
Jakarta  Majalah  1990  Indonesia 
15  Tabloid Rumah  Jakarta  Majalah  2002  Indonesia 
16  Bobo Junior  Jakarta  Majalah  1997  Indonesia 
17  PC Plus  Jakarta  Majalah  1999  Indonesia 
18  Senior  Jakarta  Tabloid  1999  Indonesia 
19  Hot Game  Jakarta  Tabloid  1999  Indonesia 
20  Kontan  Jakarta  Tabloid  1996  Indonesia 
21  Otomotif  Jakarta  Tabloid  1990  Indonesia 
22  Otospot  Jakarta  Tabloid  1990  Indonesia 
23  Motor  Jakarta  Majalah  1995  Indonesia 
24  Motor Plus  Jakarta  Tabloid  1999  Indonesia 
25  Warta Kota  Jakarta  Surat Kabar  1999  Indonesia 
26  Chip   Jakarta  Majalah  1996  Indonesia 
27  Komik Disney   Jakarta  Majalah  1976  Indonesia 
28  Sedap Sekejap  Jakarta  Tabloid  1999  Indonesia 
29  Nikita  Jakarta  Tabloid  1999  Indonesia 
30  Komputer Aktif  Jakarta  Majalah  1990  Indonesia 
31  Serambi Indonesia  Kutaraja  Surat Kabar  2001  NanggroAceh 
32  Sriwijaya Post  Palembang  Surat Kabar  1988  Sumsel 
33  Bernas  Yogyakarta  Surat Kabar  1990  Yogya/Jateng 
34  Surya  Surabaya  Surat Kabar  1989  Jawa Timur 
35  Bangka Pos  Pangkalpinan
g 
Surat Kabar  1999  BangkaBelitun
g 
36  Pos Kupang  Kupang  Surat Kabar  1991  Nusa tenggara 
37  Banjarmasin Post  Banjarmasin  Surat Kabar  1994  KalSel 
38  Pos Maluku  Ambon   Surat Kabar  1991  MalukuSelatan 
39  Tifa Irian  Jayapura  Surat Kabar  1991  Papua Barat 
40  Kediri Pos  Kediri  Surat Kabar  1999  Kediri 
41  Kontras  Kutaraja  Tabloid  1998  NanggroAceh 
42  Bangkit  Surabaya  Tabloid  1998  Jawa Timur 
43  Vokal  Yogyakarta  Tabloid  1998  Yogyakarta  
44  Kelompok  Kupang  Tabloid  1999  Nusa Tenggara 
45  Bebas  Banjarmasin  Tabloid  1998  Kalsel  
46  Demo  Palembang  Tabloid  1998  Sumsel 
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48  Basis  Yogyakarta  Majalah    Indonesia 
49  Hidup  Yogyakarta  Majalah    Indonesia 
50  Penerbit Grasindo  Jakarta  Buku 
Pelajaran 
1999  Indonesia 
51  Penerbiut Gramedia 
Pustaka Utama 
Jakarta  Buku  1974  Indonesia 
52  Kedai Buku Gramedia  Jakarta  Pelbagai 
Buku 
1985  Indonesia 
53  Penerbit Elexmedia 
Komputindo 
Jakarta  Buku, 
Majalah 
1985   
54  Penerbit Buku Kompas  Jakarta  Buku  1999  Indonesia 
55  Penerbit Kepustakaan 
Populer Gramedia 
Jakarta  Buku, 
majalah,komi
k 
1996  Indonesia 
56  Percetakan Gramedia  Jakarta  Aneka Rupa  1998  Indonesia 
57  Transito  Jakarta  Agensi Iklan  1985   
58  Radio Sonora  Jakarta  Siaran  1972   
59  Zhinanpost.com  Jakarta  Multimedia  1998  Indonesia 
60  Kompas Cyber Media  Jakarta  Multimedia  1997   
61  Kompas Online  Jakarta  Multimedia  1997   
62  Radio Palupi  PangkalPinan
g 
Siaran  1999  Bangka 
63  Radio Bikima  Yogyakarta  Siaran  1999  Yogya sekitar 
64  Radio Salvatore  Surabaya  Siaran  1994  Surabaya 
sekitar 
65  Radio Atmajaya  Palembang  Siaran  1989  SumSel 
66  St. Televisi  Jakarta  Siaran  2001  Indonesia 
67  Hotel Santika  10 kota       
68  Panjalindo  Banjarmasin  Rotan  1996  Kalimantan 
69  Graha Karindo Utama  Jakarta  Tissue  1996  Indonesia 
70  Permata Medialand  Jakarta  Perumahan  1995  Jakarta 
71  Divisi Reka Bentuk  Jakarta  Mesin  2003  Jakarta 
72  Trans Timur  Makasar  Surat Kabar  2004  Sulawesi 
 
Sumber: Pelbagai pihak (dalam Zulhasril Nasir,2007: 198) 
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Berbagai usaha penerbitan di hampir seluruh Indonesia dari timur sampai barat 
nusantara sangat menguntungkan bagi Kompas untuk mengontrol konsumennya. 
Dengan luasnya sebaran terbitan Kompas akan memberikan nilai tambah bagi 
harian Kompas memperoleh iklan dengan nilai tinggi. Dengan luasnya cakupan 
wilayah persebaran harian ini yang didukung oleh cetak jarak jauh di Semarang 
(Bawen) dan Makasar, maka pembaca Kompas dapat menerima secara fisik 
terbitan Kompas lebih cepat dibanding harus menunggu kiriman dari Jakarta. 
Sebaran Kompas yang demikian luas dan elitis sangat menarik untuk dipasarkan 
sebagai komoditas. Maka konsumen iklan harus menunggu ,minimal 2 Minggu 
(wawancara dengan St.Sularto) menunggu giliran dimuat. Belum lagi Pimpinan 
Umum Kompas (Jacob Oetama) sering mengoreksi jumlah iklan dalam suatu 
terbitan untuk dikurangi secara proporsional karena merasa bahwa Kompas 
sekarang sudah kaya (mapan), tidak lagi seperti dulu, sehingga mesti tepo sliro 
terhadap terbitan surat kabar lainnya. 
Dengan didukung sejumlah suratkabar di daerah di kota-kota penting di 
Indonesia, toko buku Gramedia, Hotel di 10 kota besar, serta terbitan buku, maka 
harian Kompas menjadi sangat perkasa berhadapan dengan suratkabar daerah 
lainnya. Oleh karena itu Kompas mampu melarang wartawannya menerima 
amplop dari sumber berita yang dimulai upaya itu sejak tahun 1990an dengan 
konsekuensi Kompas menambah budget untuk meningkatkan kesejahteraan 
wartawannya. 
Dalam konsep teoritik Mosco, selanjutnya dalam bukunya menjelaskan 
“aktivitas” ekonomi politik, yang juga merupakan entry point´ atau “pintu masuk” 
untuk menjelaskan fenomena ekonomi politik media atau komunikasi terdiri dari 
3 bagian, yaitu: komodifikasi (Commodification), spasialisasi (Spasialisasi), dan 
strukturasi. dalam hal ini komodifikasi adalah transformasi nilai guna menjadi 
nilai tukar. Konsep ini mengacu pada pemanfaatan barang dan jasa yang dilihat 
dari kegunaannya yang kemudian ditransformasikan menjadi komoditas yang 
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perluasan lebih lanjut dari logika Marxis. 
Komodifikasi berkaitan dengan proses transformasi barang dan jasa dari 
nilai gunanya menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya di pasar. 
Proses transformasi dari nilai guna menjadi nilai tukar, dalam media massa selalu 
melibatkan para awak media, khalayak pembaca, pasar, dan negara apabila 
masing-masing di antaranya mempunyai kepentingan. Nilai tambah produksi 
berita akan sangat ditentukan oleh kemampuan berita tersebut memenuhi 
kebutuhan sosial dan individual. 
Komodifikasi merujuk kepada proses penggunaan mengubah nilai-nilai ke 
nilai tukar, produk transformasi nilai yang ditentukan oleh, kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan individu dan sosial ke dalam nilai produk yang ada 
ditentukan oleh apa yang dapat dilakukan oleh media untuk dapat dibawa di pasar. 
Karena sebagian untuk struktur dan penekanan pada proses dan benda-benda atas 
hubungan di sebagian besar bagaimanapun politik, itu tersirat dalam diskusi 
tentang proses ekspansi kapitalis, mulai secara luas untuk menyertakan perluasan 
pasar  global, privatisasi ruang publik, dan pertumbuhan nilai tukar kehidupan 
interpersonal. Dari konstruksi terhadap pencitraan suatu komoditi, biasanya 
dipresentasikan melalui media iklan. Iklan di sini bukan hanya berfungsi sebagai 
sarana promosi suatu komoditi, tetapi telah menjadi komoditi itu sendiri. 
Berdasarkan penjelasan Mosco tersebut, secara garis besar komodifikasi 
berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa beserta nilai 
gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar. Dalam 
artian siapa saja yang memulai kapital dengan mendeskripsikan sebuah komoditi 
maka ia akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Dalam lingkup institusi 
atau lembaga media, para pekerja media dilibatkan untuk memproduksi dan 
mendistribusikannya ke konsumen yang beragam. Konsumen dalam hal ini bisa 
khalayak pembaca media cetak, penonton televisi, pendengar radio. Nilai tambah 
dari komodifikasi akan sangat ditentukan sejauh mana produk media tersebut 
dapat memenuhi kebutuhan individual maupun sosial. 
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konsep ini sebagaimana mereka telah digunakan dalam ekonomi politik kritis, 
tetapi untuk menyarankan bagaimana mereka dapat dikembangkan. Bab-bab 
dalam bukunya, menekankan luasnya ekonomi politik, menawarkan penawar yang 
berguna reduksionis interpretasi dari pendekatan (termasuk oleh beberapa dari 
pengikutnya) sebagai fokus sempit pada, misalnya, iklan dan pola kepemilikan.  
 
3.4.3.   Spesialisasi 
Kompas mengembangkan usahanya ke daerah berhadapan dengan koran lokal. 
Koran-koran lokal seperti Suara Merdeka (Semarang), Pikiran Rakyat (Bandung), 
Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta) menjadi tergugah dengan kehadiran Kompas, 
sehingga koran-koran  lokal tersebut maningkatkan daya saingnya sehingga 
mereka tetap eksis bersanding dengan koran nasional.  
Spasialisasi, berkaitan dengan sejauh mana media mampu menyajikan 
produknya di depan pembaca dalam batasan ruang dan waktu. Pada aras ini maka 
struktur kelembagaan media menentukan perannya di dalam memenuhi jaringan 
dan kecepatan penyampaian produk media di hadapan khalayak. Perbincangan 
mengenai spesialisasi berkaitan dengan bentuk lembaga media, apakah berbentuk 
korporasi yang berskala besar atau sebaliknya, apakah berjaringan atau tidak, 
apakah bersifat monopoli atau oligopoli, konglomerasi atau tidak. Acap kali 
lembaga-lembaga ini diatur secara politis untuk menghindari terjadinya 
kepemilikan yang sangat besar dan menyebabkan terjadinya monopoli produk 
media. Sebagai contoh, diterbitkannya UU  Penyiaran No 32 tahun 2002 
merupakan satu bentuk campur tangan politik untuk meniadakan monopoli 
informasi dan kepemilikan modal. Undang-undang ini juga mensyaratkan agar ke 
depan tidak ada lagi televisi nasional yang siaran di daerah sebelum berjaringan 
dengan stasiun televisi lokal. Secara politis, kebijakan ini dijalankan untuk 
menjamin diversity of content, karena sepanjang stasiun televisi nasional masih 
beroperasi di daerah, maka muatan siarannya hanya akan didominasi oleh muatan 
dari ‘pusat’. Sementara di sisi lain, secara ekonomi diberlakukannya undang-
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Sehingga ke depan terjadi diversity of ownership. Ini akan berbeda dengan kondisi 
sekarang di mana kepemilikan media televisi nampaknya hanya dikuasai oleh 
sebagian kecil pemilik modal yang berbasis di pusat politik. 
 
3.5. Hubungan Pers dan Pemerintah 
Kebebasan Pers secara subtansif tidak saja dijadikan indikator atau cermin tingkat 
kebebasan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, namun ia juga 
merupakan cermin tingkat kematangan dan kedewasaan politik yang telah mereka 
perjuangkan. Indikator tingkat kematangan dan kedewasaan politik ini oleh 
sementara kalangan,khususnya oleh mereka yang digolongkan dalam kelompok – 
kelompok yang memegang peranan penting di dalam masyarakat dimana pun, 
seperti para wartawan, cendekiawan, para profesional maupun para politisi. 
Kelompok  –  kelompok ini menganggap sangat penting dalam menjamin 
bergulirnya roda suatu pemerintahan yang demokratis. Tingkat kematangan dan 
kedewasaan politik , ternyata telah pula mengundang pertentangan dari kekuatan – 
kekuatan politik yang ada tanpa melihat sistem sosial dan ideologi yang 
dianutnya. Pertentangan antara kekuatan – kekuatan sosial dan politik yang ada 
sesungguhnya bermuara pada dua masalah yang esensial dalam kehidupan 
bernegara, yaitu masalah pembangunan nasional dalam hal ini penetapan 
kebijakan oleh pemerintah dan masalah kebebasan pers. Kekuatan –  kekuatan 
sosial dan politik tersebut mempertanyakan tentang kadar atau bobot yang harus 
diberikan kepada upaya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara, 
sedangkan pada sisi yang lain juga dipertanyakan tentang kadar dan bobot yang 
diperjuangkan untuk memperoleh kebebasan yang layak dimiliki oleh semua 
anggota masyarakat. 
Apabila kita amati dari dua aspek tersebut, pembangunan nasional dan 
kebebasan pers, terutama ketika memberi tekanan yang berbeda. Artinya bila kita 
menganggap bahwa salah satu lebih penting dari pada yang lainnya, sudah barang 
tentu akan mengundang banyak pertanyaan. Hal tersebut telah lama dipersoalkan 
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berkembang, dalam konteks ini, kita menyadari sepenuhnya bahwa dalam 
penyelenggaraan suatu kekuasaan negara, maka merupakan suatu keharusan yang 
mutlak bahwa persatuan dan kesatuan nasional merupakan suatu prioritas yang 
harus dipelihara dan dijaga. Bahkan kalau kita lihat di negara – negara sedang 
berkembang, hal ini merupakan salah satu tugas utama, yaitu pada  sisi lain 
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada sisi lain meningkatkan 
pertumbuhan kehidupan politik. Kedua ciri khas ini didalam mengembang makna 
yang dalam, yang tidak bisa dipisahkan dari pengertian stabilitas, pembangunan 
ekonomi dan efisien. Disini sesungguhnya yang sering kita jumpai, bahwa ketiga 
pengertian tersebut mampu menggeser prinsip –  prinsip kebebasan. Hal ini 
disebabkan karena pada umumnya sering ada dugaan keras bahwa ciri –  ciri 
kebebasan mempunyai potensi untuk mengganggu stabilitas, bahkan mampu pula 
mengacaukan kehidupan politik dan tak heran pula bila terpaksa harus 
mengorbankan makna pentingnya efisiensi dalam pembangunan. 
Permasalahan yang kita hadapi sekarang ini tidak sekedar hanya 
menggambarkan suatu pertentangan antara prinsip – prinsip efisiensi berlawan 
dengan prinsip kebebasan semata akan tetapi tidak mustahil bahwa dalam 
masyarakat tradisional seperangkat nilai –  nilai telah menjadi acuan untuk 
pembenaran dari para penyelenggara kekuasaan negara yang pasti sangat 
mengagungkan unsur stabilitas, antara stabilitas dan pembangunan ekonomi 
memang berjalan seiring bahkan saling mendukung pada suatu masa tertentu. 
Namun akan janggal bila unsur stabilitas dijadikan alasan untuk menutup saluran 
– saluran komunikasi dan tersumbatnya sumber – sumber informasi yang mampu 
menentukan kadar kebebasaan yang bisa disampaikan kepada masyarakat luas. 
Dari gambaran seperti ini,kita menyadari bagaimana sesungguhnya posisi pers 
Indonesia dalam mengantisipasi keadaan yang berat sebelah  tersebut.  
Ada dua pandangan dalam hal ini: pertama lebih menekankan kepada peran dari 
para professional yang menganut dan berpihak kepada prinsip –  prinsip 
kebebasaan, sedang pandangan kedua lebih menekan kepada pentingnya unsur 
stabilitas sebagai indikator dalam mengantisipasi perkembangan atau perubahan 
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dengan sendirinya pula akan tunduk kepada prinsip-prinsip kebebasaan tadi, akan 
tetapi bila dilihat dari sisi lain terutama wartawan sebagai insan sosial politik, ia 
terpaksa harus berjuang untuk mempertahankan eksistensinya melalui sanggahan 
– sanggahan filosofisnya agar ruang gerak kebebasaan yang diperjuangkan itu 
mempunyai makna dalam kenyataan hidupnya. 
Melihat uraian di atas, maka fokus yang diamati tidak lain adalah masalah 
hubungan antara pemerintah dan pers serta posisi masyarakat di antaranya 
hubungan itu tidak jarang menimbulkan distorsi karena masing – masing pihak 
mencoba mempertahankan posisinya terhadap kepentingan umum.  
Apabila kita menggunakan pendekatan yang dilandasi atas prinsip – 
prinsip kebebasaan, seperti apa yang diperjuangkan oleh sebagian besar insan 
pers, maka wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa pada akhirnya 
beban tanggung jawab politik atas esensi dari arti kepentingan umum itu ternyata 
harus pula dipikul oleh para penyelenggara pemerintahan negara. Demikian juga 
keadaannya sikap para kelompok profesional cendikiawan maupun para politisi 
sendiri di sebagian besar negara – negara di dunia ini, berlaku dan bertindak yang 
sama, batasan atas makna kepentingan umum pada dasarnya hanyalah suatu 
interpretasi atau penentuan dari sudut pandang profesional belaka. 
Pemberitaan – pemberitaan dalam media massa yang banyak menyangkut 
masalah – masalah kesukuan, agama dan ras (sara) pada dasarnya juga tidak lepas 
dari kepentingan umum. Dan pemberitaan semacam itu akhirnya akan menjadi 
sajian berita yang memiliki kepekaan politik dan sosial dengan kadar yang tinggi. 
Dengan demikian bila berita – berita yang semacam ini muncul di media massa 
dan bila penanganannya didasarkan atas pertimbangan keamanan semata- mata 
maka sesungguhnya pemecahannya tidaklah terlalu rumit karena penyelesainya 
cukup dengan menggunakan pertimbangan politik saja. Akan tetapi sesungguhnya 
masalah yang ada tidaklah sesederhana itu, karena apabila kepentingan umum 
terlibat di dalamnya maka tinjauan dari sudut filosofis maupun analisis secara 
kontekstual ternyata sangat dibutuhkan. dengan demikian jenis pemberitaan yang 
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saja melainkan juga merupakan masalah strategis yang akan memakan waktu 
lama, hal ini berarti bahwa setiap pemberitaan yang terbuka (transparan) dan 
dapat dipertanggung jawabkan, tidak lain merupakan bagian dari tindakan politik 
tidak saja akan memperhatikan tetapi juga akan menunjang prinsip –  prinsip 
stabilitas pertumbuhan ekonomi maupun efisiensi. Itu sebabnya pers Indonesia 
dan pers di mana saja dituntut untuk berani berjuang pada tingkat pemikiran 
filosofis dan mampu meyakinkan para pelaksana kekuasaan pemerintah negara, 
bahwa setiap upaya pemantapan suatu keadaan tertentu misalnya masalah – 
masalah yang peka di mata masyarakat maupun pemerintah, acap kali pers harus 
mengambil jalan dengan risiko tinggi. 
Sikap dan tindakan semacam ini oleh sementara para ahli dipandang 
sebagai kontribusi pers terhadap setiap pemecahan masalah yang dihadapi oleh 
pemerintah di mana saja .tindakan semacam ini pada dasarnya adalah merupakan 
tugas yang sifatnya simbiosis, artinya antara pemerintah dan pers mengemban 
fungsi saling membutuhkan. Dilihat dari tugas pers untuk bisa meyakinkan 
pemerintah maka pada dasarnya pekerjaan ini hanya merupakan sebagian dari 
tugas pers yang memberi ruang gerak yang lebih luas dalam proses pembangunan 
nasional pada umumnya.  
Pada satu sisi negara –  negara yang memiliki pertumbuhan pers yang 
majemuk ditambah pada sisi lainnya dengan model pemerintahan yang dibentuk 
atas dasar pusat – pusat kekuatan politik yang hidup dalam masyarakat baik yang 
didasarkan atas pengelompokan politik maupun pengelompokan atas dasar 
kekuatan ekonomi, yang satu dengan yang lain sesungguhnya mempunyai corak 
yang tidak sama, maka pada umumnya dan acap kali terjadi bahwa kebijakan 
pemerintah yang diambil hanya menguntungkan salah satu kekuatan tertentu dari 
pusat – pusat kekuatan yang ada.  
Dalam kondisi seperti ini dan apa bila hal ini kita cari padanannya secara 
analogi dalam kehidupan pers yang majemuk itu, maka akan sukar tercapai suatu 
keselarasan tentang kebijakan pers secara nasional kalaupun terjadi di lapangan 
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sering mengundang lahirnya perbedaan penilaian luwes dan simpatik sedangkan 
pada sisi lainnya memberi penilaian sebagai pejabat yang galak dan bersikap 
apriori.  
Akibat lain dari situasi seperti ini dalam tubuh insan pers sendiri muncul 
jargon – jargon komunikasi seperti pers berkolusi dengan penguasa artinya pers 
dianggap sebagai alat penguasa belaka dengan cara “tut wuri”saja sedang pers 
yang dikategorikan bandel atau pemberani mempunyai konotasi sebagai pers 
berpihak kepada sifat – sifat adversary. 
 
3.5.1. Dua Kutub Pers 
Uraian tentang hubungan pers dan pemerintah di atas sesungguhnya 
menggambarkan adanya dua kutub hubungan yang satu dengan yang lain saling 
bertolak belakang. Pada kutub pertama lebih menekankan perlunya kerja sama 
antara pemerintah dan pers. Kerja sama ini dapat diungkapkan dalam lingkup 
konotasi yang negatif, seperti menggunakan istilah crony (“konco”), atau dapat 
juga menggunakan terminologi yang lebih moderat dengan memberi tekanan 
kepada aspek positif yang lebih banyak bentuk hubungan semacam ini di banyak 
negara biasa menggunakan istilah sistem partnership atau kemitraan umumnya 
negara - negara yang menggunakan sistem semacam ini, sifat hubungan tersebut 
lebih banyak dicerminkan dalam bentuk kerja sama yang sifatnya saling 
mendukung dan saling menghidupkan antara kepentingan pemerintah di satu 
pihak dengan kepentingan pers pada pihak lainnya atau lebih dikenal dengan 
menggunakan istilah simbiosis mutualitis.  
Perlu dicatat kiranya di sini bahwa bentuk hubungan yang sifatnya cronies 
(konco) tersebut juga dijumpai dalam system pers liberal.akan tetapi pola 
hubungan itu kurang mendapat tempat di kalangan libertarian. Dalam pikiran 
liberal, pola simbiosis itu dikhawatirkan bisa merugikan posisi wartawan sendiri. 
Pada kutub lainnya penganut paham liberal seperti apa yang diungkapkan oleh de 
  121 sola pool (1972), maka para wartawan sangat yakin bahwa posisi mereka dengan 
pemerintah adalah bertolak belakang. Wartawan digambarkan sebagai pihak baik 
dan mau membantu masyarakat dalam mencari kejelasan informasi. Sebaliknya 
pihak pemerintah digambarkan sebagai penguasa yang ditakuti. Bentuk hubungan 
semacam ini seperti apa yang diutarakan, memiliki sifat yang sangat dominan , 
yaitu sifat Advesary. Dalam artian pada Pers Liberal mencoba menempatkan diri 
seakan akan berada dalam posisi Fis a Fis dengan pemerintah dengan asumsi 
bahwa Pers ibarat Hero yang hendak membebaskan masyarakat dalam 
memperjuangkan hak-hak nya yang terancam, terampas oleh perlakuan para 
politisi yang dipandang sebagai orang jahat yang selalu mementingkan diri sendiri 
maka dalam term ini kita biasa mengenal istilah Bad News Is Good News. Di 
mana pemberitaan Pers selalu dipenuhi kritikan terhadap pemerintah dan Politisi. 
Apabila kita amati apa yang digambarkan oleh De Sola Pool tersebut di atas maka 
secara tidak langsung ia ingin menggambarkan bahwa Pola Adversari itu pada 
umumnya bersifat One-sided (satu sisi) dan tidak akurat. Ia hanya mementingkan 
satu sisi saja atau tidak melakukan Cover Both Side sehingga mengakibatkan sisi 
lain terabaikan.  
 
3.5.2 Hubungan Pers, pemerintah dan Masyarakat 
Di kalangan pers yang menganut sistem Liberal seperti yang dianut oleh 
Indonesia sekarang ini, adanya kecenderungan besar untuk menyuarakan Budaya 
Pertentangan dalam artian bahwa akan jauh lebih menarik mengkritik penguasa 
daripada memujinya. Hal ini tentu saja berimplikasi pada makin sulitnya penguasa 
negara dalam menjalankan tugasnya karena merasa terus menerus diawasi 
mengingat begitu besarnya kekuatan dari sebuah media massa yang selalu disebut 
sebut sebagai salah satu kekuatan yang powerfull. Hal ini sering dialami oleh 
siapa saja yang sedang memerintah pada era kebebasan Pers. Maka mau tidak mau 
para penguasa selalu merangkul media ataupun para politisi membangun Kerajaan 
media demi melindungi kepentingannya.  
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seperti sekarang ini, di satu sisi kita menginginkan adanya kehidupan 
berdemokrasi namun di sisi lain kita menginginkan adanya stabilitas.  
Bila kita melihat kembali kepada teori pertentangan sebagaimana yang di 
kemukakan oleh de sola pool tadi maka teori kebebasan selalu berpandangan 
bahwa  elemen permusuhan merupakan sesuatu yang sangat penting karena 
dengan begitu Pers mampu menjalankan fungsinya sebagai watch Dog. 
Mengingat media massa memandang dirinya sebagai pihak yang selalu 
memandang dirinya sebagai benteng dari masyarakat dan kepentingan umum 
dalam melawan persekongkolan dari penguasa yang dapat merugikan. Teori ini 
berpijak pada pandangan bahwa media massa mempunyai fungsi untuk 
menciptakan suatu consensus di balik kebijakan nasional. Meski hal tersebut 
dianggap canggung oleh sebagian praktisi media yang menganggap bahwa salah 
satu fungsi media massa adalah membantu pemerintah dalam melaksanakan 
kebijakan politik nasionalnya.  
Dalam hal ini Pers terkadang dibutuhkan untuk bertindak sebagai sebagai 
inspektur Jenderal bagi pemerintah agar pemerintah lebih terbuka sekaligus 
sebagai penghubung antara penyusunan kebijakan dengan publik. Dengan kata 
lain pers bertindak sebagai komunikator bagi pemerintahan. Dalam fungsinya 
yang demikian maka pers akan mampu membantu mendekatkan jarak antara 
kebutuhan publik dengan kebijaksanaan pemerintah. Terutama sekali hal yang 
bersangkutan dengan kepentingan masyarakat banyak. Meskipun demikian fungsi 
Pers sebagaimana yang digambarkan di atas tadi sebagai jembatan ataupun 
sebagai penghubung antara masyarakat dan Pemerintah jika dihubungkan dengan 
realitas Pers di Indonesia maka hubungan segitiga antara Pers, Masyarakat dan 
Pemerintah belumlah mencerminkan suatu hubungan yang ideal. Hal ini 
disebabkan oleh berbagai hal seperti Kapitalisme Media, Intervensi parpol 
terhadap Pers itu sendiri, adanya kedekatan wartawan dengan pejabat yang 
terkadang wartawan menjadi subjektif, namun kita tidak bisa serta merta 
menumpahkan kesalahan ini kepada Pers semata karena begitu banyak variabel 
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penguasa dan pers itu sendiri. Namun yang harus diwaspadai bahwa jangan 
sampai masyarakat menjadi korban dari ketidak harmonisan ini untuk itu 
dibutuhkan tanggung jawab sosial media. 
 
3.5.3. Media dan Tanggung Jawab sosial 
Salah satu fungsi Media adalah sebagai alat kontrol sosial dalam hal ini Media 
dapat saja melakukan kritik, bahkan kritik yang dilakukan oleh media tersebut 
bisa dianggap sebagai bagian dari kedewasaan politik. Dalam budaya politik 
manapun kritik melalui media adalah sesuatu yang lumrah kecuali dalam sistem 
perpolitikan yang otoriter.  
Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan sampai berbagai 
kritik yang dilakukan oleh media jangan sampai menimbulkan ketidak tenangan 
sosial. Antisipasi dari timbulnya keadaan tersebut , maka setiap pemberitaan 
media dituntut semacam adanya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial 
media sesungguhnya telah dikenal semenjak berakhirnya Perang dunia II , dan 
dimulai serta dirintis di Amerika serikat. Inti pokok dari tanggung jawab sosial 
media ini adalah di latar belakangi oleh munculnya kebebasan Pers, bahwa setiap 
kebebasan itu membawa konsekuensi tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam 
hal ini media massa dikontrol pemanfaatannya oleh masyarakat  bahkan oleh 
kelompok minoritas sekalipun mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka 
mengutarakan pendapatnya apabila ada sesuatu atau isu tertentu.  
Salah satu ciri dari tanggung jawab sosial media ini adalah bahwa media 
masa boleh dimiliki oleh swasta untuk mencari keuntungan, akan tetapi media 
massa atau pers harus berfungsi untuk kepentingan umum atau kesejahteraan 
umum dan apabila Pers gagal melakukan fungsinya tersebut maka masyarakat 
berhak menuntut dan meluruskannya. Hal ini disebut oleh Dennis Mc Quail’s 
sebagai The Frame of Public Responsibility yakni media berperan sebagai wadah 
penyaluran aspirasi masyarakat. Selain itu, Organisasi media juga merupakan 
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sukarela maupun sebaliknya) yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama 
perusahaan, memperoleh keuntungan dalam bisnis media. Keunggulan dari 
alternatif ini; Pertama, memberi kesempatan kepada publik untuk menyuarakan 
aspirasi secara langsung sehingga publikasi akan lebih demokratis dan objektif. 
Kedua, membuka peluang kerja.  Kendalanya adalah, banyak media yang menolak 
statusnya sebagai ‘wakil’ masyarakat dengan mengatasnamakan kebebasan media. 
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